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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
Laporan ini menyajikan ringkasan pelaksanaan komitmen perlindungan lingkungan dan sosial 
(safeguard) untuk Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Lampung selama periode Oktober 
2024 hingga Oktober 2025. Pelaksanaan program di lapangan secara bertahap menunjukkan 
konsistensi kepatuhan terhadap Standar Perlindungan (ISP) – Sistem Pengelolaan Lingkungan 
dan Sosial (Environmental and Social Management System/ESMS) BPDLH.  
 
Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan UPTD (KPH dan 
Tahura), bersama Penabulu Foundation sebagai lembaga perantara, memastikan bahwa seluruh 
tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pelaporan, dilaksanakan 
sesuai ketentuan hukum, prosedur operasional dan pedoman teknis yang berlaku. Kepatuhan ini 
dibuktikan dengan dokumen legal dan administratif yang lengkap, mulai dari ToR, surat tugas, 
SPPD, laporan kegiatan, legalitas lokasi dan kelompok, persetujuan penggunaan lahan, hingga 
rancangan teknis dan kesepakatan operasional lainnya. 
 
Program secara sistematis memastikan keselarasan kegiatan dengan kerangka kebijakan nasional 
dan daerah, termasuk KLHS RPJMD Provinsi Lampung, dokumen RPHJP di sembilan KPH, dan 
dokumen perencanaan Tahura Wan Abdul Rachman dan taman kehati. Keselarasan ini menjamin 
bahwa seluruh intervensi pengayaan agroforestri, pemulihan ekosistem, pengembangan 
silvopastural, serta aksi mitigasi berbasis masyarakat dilaksanakan dalam koridor pengelolaan 
hutan yang lestari dan sesuai kaidah konservasi. 
 
Pelaksana kegiatan, juga berupaya menjamin seluruh pelaksanaan kegiatan yang aman dan tertib, 
pelaksana program secara konsisten melakukan sosialisasi kanal pengaduan serta memastikan 
kondisi kerja yang aman melalui pelaksanaan safety briefing tanggap darurat sebelum setiap 
kegiatan sebagai langkah mitigasi risiko. Serta melakukan sosialisasi manajemen limbah domestik 
dalam dan setelah berkegiatan. Kepatuhan terhadap konservasi (ISP 6) juga diperkuat melalui 
revisi sembilan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH. Sebagai 
bagian penguatan fondasi operasional kelembagaan KPH dalam menjaga keanekaragaman 
hayati, mencegah degradasi hutan, dan menata pemanfaatan ekosistem secara berkelanjutan. 
Smart Patrol juga digunakan untuk memantau blok lindung, mendeteksi pembukaan hutan, 
mengidentifikasi flora-fauna kunci, mencatat aktivitas masyarakat, dan menilai potensi gangguan 
ekosistem. Data patroli ini menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan cepat guna 
mencegah kerusakan keanekaragaman hayati dan menjaga keberlanjutan fungsi ekologis 
kawasan. Dalam aspek ketenagakerjaan, seluruh 21 kali kegiatan patroli pengamanan hutan 
dioperasikan menggunakan SOP K3 dan Alat Pelindung Diri (APD), dan tidak ditemukan laporan 
pengaduan atau kecelakaan kerja. 
 
Salah satu temuan risiko sosial yang cukup krusial adalah potensi konflik lahan di Taman 
Keanekaragaman Hayati (Kehati). Risiko ini dikelola melalui pendekatan persuasif, yaitu dengan 
memberikan kesempatan kepada penggarap ilegal untuk menyelesaikan masa panen, sembari  
proses pemulihan lahan dimulai, sehingga mitigasi dapat dilakukan tanpa menimbulkan konflik 
sesuai dengan ISP 5.  
 
Namun, program masih menghadapi beberapa tantangan utama, antara lain rendahnya 
representasi perempuan mencapai target dalam proposal mencapai 21% (534 dari 2.525 peserta). 
Namun dilihat dari proporsi jumlah laki-laki, jumlah keterlibatan perempuan cukup rendah dan 
berpotensi untuk ditingkatkan, hal ini dipengaruhi peran domestik/beban ganda, minimnya 
kepemimpinan perempuan dalam kelompok dan norma sosial yang menempatkan kegiatan 
kehutanan sebagai domain laki-laki. Selain itu, tantangan lain yaitu penerapan Smart Patrol perlu 
di konsistenkan di seluruh KPH mengingat aplikasi ini membantu dalam pencatatan hasil patroli. 
Pendokumentasian pengelolaan limbah domestik pada kegiatan lapangan, seperti patroli dan 
survei, juga masih lemah. 
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PENDAHULUAN 
 
Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 
merupakan komitmen BPDLH untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang didukung 
pendanaannya menerapkan prinsip perlindungan lingkungan dan sosial secara konsisten. Sebagai 
Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, BPDLH menghimpun, mengelola, dan 
menyalurkan pendanaan lingkungan hidup, termasuk pembiayaan berbasis kinerja (Result-Based 
Payment/RBP) REDD+.  
 
Untuk menjamin bahwa implementasi REDD+ menghasilkan manfaat iklim sekaligus menjaga 
kualitas lingkungan dan ketahanan sosial masyarakat, BPDLH mengembangkan dan menerapkan 
Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management 
System/ESMS) sebagai instrumen utama perlindungan. Dimana panduan ESMS ini menjadi 
standar wajib bagi seluruh program dan mitra pelaksana yang menerima dukungan pendanaan 
BPDLH, termasuk pelaksana RBP REDD+ GCF di tingkat provinsi.  
 
Melalui standar ini, Program RBP REDD+ GCF Output 2 memastikan bahwa seluruh kegiatan di 
Provinsi Lampung memenuhi prinsip perlindungan BPDLH, mulai dari kepatuhan hukum, pelibatan 
pemangku kepentingan, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, perlindungan masyarakat adat, 
kesetaraan gender, hingga berfungsinya mekanisme keluhan. Penerapan ini menjamin bahwa 
implementasi program berlangsung akuntabel, transparan, inklusif, dan mendukung pemulihan 
ekosistem hutan. 
 
Laporan Kepatuhan Safeguard ini disusun sebagai bagian dari kewajiban pelaporan kepada 
BPDLH untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan program dilaksanakan sesuai dengan prinsip 
perlindungan lingkungan dan sosial. Pelaporan ini mencakup penilaian risiko, penerapan langkah 
mitigasi, serta pemantauan terhadap dampak sosial dan lingkungan selama periode implementasi. 
Penabulu Foundation sebagai lembaga perantara bersama Pemerintah Provinsi Lampung 
memastikan bahwa seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga 
pelaporan mematuhi standar ISP BPDLH. 
 
 
 

DASAR IMPLEMENTASI SAFEGUARD BPDLH 
 

1. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup No. 03 /BPDLHI2022 
Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards) pada 
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup 

2. Surat komitmen penabulu terhadap kepatuhan perlindungan lingkungan dan sosial BPDLH 
 
 
 

TUJUAN 
 
Tujuan pelaksanaan safeguard pada Program RBP REDD+ GCF adalah memastikan seluruh 
potensi risiko lingkungan dan sosial selama implementasi kegiatan dapat diidentifikasi, 
diminimalkan, dan dikelola secara efektif. Melalui penerapan ESMS BPDLH, program diarahkan 
untuk mencegah dampak negatif, melindungi masyarakat termasuk kelompok rentan dan 
masyarakat adat serta menjamin bahwa seluruh proses berjalan aman, akuntabel, dan 
berkelanjutan sehingga manfaat REDD+ dapat diterima secara adil oleh pemerintah daerah dan 
masyarakat di Lampung.
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KEPATUHAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN BPDLH 
 
Berikut disajikan tabel yang merinci komitmen perlindungan lingkungan dan sosial dari BPDLH, 
yang secara spesifik diimplementasikan di wilayah Provinsi Provinsi Lampung Tahun 2024-2025: 

ISP Deskripsi Kepatuhan 

ISP 1.  
Kepatuhan 
Terhadap Hukum 
dan Akuntabilitas 

1. Dasar kebijakan/landasan pelaksanaan/implementasi Program RBP 
REDD+ di Provinsi Lampung, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ISP 1 
tentang kepatuhan hukum dan akuntabilitas  

Dasar Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Lampung 
dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip Kepatuhan terhadap Peraturan 
Perundang-undangan dan Akuntabilitas (ISP 1) sebagaimana diatur dalam ESMS 
BPDLH. Seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga 
pelaporan mengikuti ketentuan hukum nasional serta pedoman resmi yang 
diterbitkan oleh LH/K dan BPDLH, Berikut adalah dasar kebijakan/landasan 
pelaksanaan/implementasi Program RBP REDD+ di Provinsi Lampung, sebagai 
bentuk kepatuhan terhadap ISP 1 tentang kepatuhan hukum dan akuntabilitas: 
	

a) SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana 
Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 
Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result 
based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada 
tanggal 23 Desember 2023.	

					 	
Sebagai landasan pelaksanaan kegiatan REDD+ GCF Output 2 Provinsi Lampung, 
mengacu pada SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan 
Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green 
Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result based payment for 
verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023, 
yang mengatur secara rinci mekanisme penyaluran dana, ruang lingkup 
pemanfaatan, kewajiban administrasi, persyaratan pendukung, serta tata cara 
pelaporan pertanggungjawaban kepada BPDLH. Seluruh entitas pelaksana di 
Provinsi Lampung diwajibkan mengikuti ketentuan, termasuk penyusunan 
dokumen kerja, verifikasi kegiatan, validasi capaian, penggunaan anggaran, 
mekanisme pencairan, safeguard dan ketentuan audit. 
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ISP Deskripsi Kepatuhan 
 

b) Permen LHK 70/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+, Role of 
Conservation, Sustainable of Forest and Enhancement of Forest Carbon 
Stock 

Dasar pelaksanaan program RBP 
REDD+ GCF Output 2 di Provinsi 
Lampung merujuk pada  Peraturan 
Menteri LHK P.70/MENLHK/SETJEN/ 
KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan REDD+, Regulasi ini 
menetapkan kerangka nasional yang 
mengatur bagaimana pemerintah dan 
para pihak merencanakan, 
melaksanakan, melaporkan, serta 
memverifikasi kegiatan penurunan 
emisi di sektor kehutanan. Dengan 
merujuk langsung pada peraturan 
tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung 
menjalankan program secara 
terstandar, terukur, dan selaras dengan 
pedoman nasional REDD+, sehingga 
seluruh intervensi di tingkat Provinsi 
Lampung berada dalam satu kerangka 
sistem yang konsisten secara 
metodologis maupun kelembagaan. 
 

c) Peraturan Gubernur Lampung No.32.A Tahun 2012 tentang Rencana 
Aksi Daerah Pengurangan Emisi. (Dokumen Kaji Ulang RAD GRK 
Provinsi Lampung Tahun 2021) 

    
 
Implementasi Program RBP REDD+ di Provinsi Lampung sejalan dengan 
Peraturan Gubernur Lampung No. 32A Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah 
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Kaji Ulang RAD GRK Provinsi Lampung Tahun 
2021 secara tegas menetapkan program ini sebagai salah satu upaya utama untuk 
mencapai target penurunan emisi sub-nasional hingga 2030. Keselarasan ini 
menunjukkan adanya kerangka kebijakan daerah yang kuat dan terkoordinasi 
dengan inisiatif global REDD+, yang menekankan pencegahan deforestasi dan 
degradasi hutan sebagai strategi kunci pengurangan emisi. 
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ISP Deskripsi Kepatuhan 

2. Pedoman Operasional Program Results-Based Payment (RBP) REDD+ 
Green Climate Fund (GCF) Output 2 dan Pedoman ESMS Yayasan 
Penabulu 2021 serta Pemodam Sistem Manajemen Lingkungan dan 
Sosial BPDLH.	
	

			 	
 

Lembaga Perantara (Lemtara) 
menyusun Standar Operasional 
Prosedur (SOP) sebagai pedoman 
teknis pelaksanaan Program RBP 
REDD+ GCF Output 2. SOP ini 
disepakati bersama Pemerintah 
Provinsi Lampung untuk memastikan 
keselarasan tata kelola, kejelasan 
alur kerja, dan kepastian prosedur 
pada seluruh tahapan implementasi, 
serta disusun dengan mengacu pada 
Peraturan Menteri Keuangan No. 
124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara 
Pengelolaan Dana Lingkungan 
Hidup. 
 
Dokumen SOP ini menjadi acuan 
bagi Lemtara dan Entitas Penerima 
Manfaat dalam mengelola dan 
mengadministrasikan dana proyek 
secara tertib, transparan, dan 
akuntabel. SOP mengatur tata kelola 
proyek, mekanisme penyaluran 
dana, pengelolaan kegiatan, 
koordinasi, serta persyaratan 
administratif yang wajib dipenuhi 
dalam pelaksanaan program. 

 
Selain itu, penerapan sistem manajemen lingkungan dan sosial mengacu pada 
Pedoman BPDLH sesuai Peraturan Direktur Utama BPDLH No. 03/BPDLH/2022 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial 
(Safeguards). 



 

 9 

ISP Deskripsi Kepatuhan 

3. Dokumen persetujuan/perijinan pelaksanaan kegiatan dari 
Entitas/Penerima Manfaat Provinsi Lampug (Contoh Dokumen ToR, Surat 
Tugas dan/atau Undangan merupakan bagian dari bentuk dokumen 
persetujuan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat) 

      

   
Entitas pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung memastikan bahwa setiap 
kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2 didukung oleh dokumen persetujuan 
dan perizinan yang sah. ToR, undangan, dan surat tugas disusun sebelum kegiatan 
sebagai bentuk persetujuan resmi dari instansi berwenang. Ketiga dokumen ini 
menjadi dasar legal pelaksanaan kegiatan di lapangan karena memuat mandat, 
ruang lingkup tugas, lokasi, serta pihak yang bertanggung jawab.  
 
Setelah kegiatan dilaksanakan, laporan kegiatan dan/atau surat perintah 
perjalanan dinas (SPPD) serta laporan pertanggungjawaban keuangan disusun 
sebagai satu rangkaian yang tidak terpisahkan untuk memastikan bukti 
pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaran, dan kepatuhan prosedural. 
 
Melalui penerbitan dokumen sebelum dan setelah kegiatan, seluruh aktivitas 
program dipastikan memiliki persetujuan administratif, berada dalam koridor 
kewenangan pemerintah daerah dan lembaga terkait, serta memenuhi prinsip 
akuntabilitas dan kepatuhan hukum sesuai standar ISP 1. Rangkaian dokumen 
tersebut juga menjadi bukti kepatuhan terhadap prosedur internal lembaga 
sekaligus menjamin bahwa koordinasi, pelibatan pemangku kepentingan, dan 
pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan mandat yang sah. 
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ISP Deskripsi Kepatuhan 

4. Dokumen legal dalam bentuk Surat Keputusan dari Pemprov Lampung 
dalam mendukung Implementasi Program (Bagian dari dasar legal 
pelaksanaan kegiatan seperti Tim Kerja dan Lokasi Kegiatan) 

 
Sebagai bentuk dari kepatuhan persetujuan pelaksanaan kegiatan dari penerima 
manfaat, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan beberapa Surat 
Keputusan (SK) yang menjadi dasar legal, sekaligus bentuk dukungan resmi 
terhadap implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. Dokumen-dokumen 
ini berfungsi sebagai instrumen penetapan kelompok kerja, lemtara dan penetapan 
lokasi kegiatan di tingkat tapak, sehingga menjamin bahwa seluruh aktivitas 
program berjalan dalam kerangka mandat dan kewenangan pemerintah daerah: 
 
Penerbitan SK ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung 
dalam memberikan legitimasi administratif terhadap pelaksanaan kegiatan, 
memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta menjamin bahwa setiap intervensi 
program telah memperoleh persetujuan formal sebelum dijalankan. Dengan 
adanya dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan kegiatan di lapangan memiliki 
kejelasan struktur organisasi, mandat pelaksana, serta penetapan area kerja yang 
sah, sehingga meminimalkan risiko administratif maupun sosial-lingkungan selama 
implementasi program. 

 
a) SK Pembentukan POKJA Penyelenggara Program RBP REDD+ dan SK 

Penunjukan Penabulu sebagai Lembaga Perantara Pemprov Lampung 

   
 

b) Dokumen penetapan usulan/penunjukan kelompok dan lokasi kegiatan 
RBP REDD+ di Provinsi Lampung:   
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ISP Deskripsi Kepatuhan 
• Surat keputusan kelompok dan lokasi penerima manfaat 

pengembangan agroforestry dan silvopostural di area PS (IAD) dan 
MPA Dinas Kehutanan Provinsi Lampung  

     
• Surat usulan kelompok dan lokasi penerima manfaat program 

kampung iklim (PROKLIM) dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Lampung 

     

5. Dokumen legalitas wilayah kelola KPH, Tahura WAR, Taman Kehati , 
Kelompok Tani Hutan dan Proklim (kelompok masyarakat/lokasi target 
program merupakan kelompok/lokasi yang memiliki legalitas sesuai hukum 
dan perundang-undangan) 
 

Dokumen legalitas kelompok atau lokasi target program merupakan bukti bahwa 
kelompok masyarakat yang terlibat dan mendapatkan manfaat dalam kegiatan 
berada dalam status kelembagaan yang sah dan diakui secara hukum. Legalitas ini 
menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 
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untuk memastikan bahwa penerima manfaat/kelompok dan lokasi intervensi 
memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Dengan legalitas yang lengkap, program dapat memastikan bahwa seluruh 
intervensi dilakukan pada kelompok dan lokasi yang memenuhi syarat administratif, 
meminimalkan potensi sengketa, serta mendukung akuntabilitas dan kepatuhan 
terhadap ISP 1. Berikut adalah contoh legalitas penerima manfaat dan lokasi 
kegiatan periode 2024- 2025: 

a) SK Penetapan Taman Kehati Provinsi Lampung 

     
 

b) SK Penetapan Tahura Wan Abdul Rachman (WAR) Provinsi Lampung 
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c) SK Penetapan wilayah KPHP-KPHL Provinsi Lampung (Penerima 
Manfaat RBP GCF Output 2 di fokuskan di 11 KPH (KPH, Liwa, Pasir 
Barat, Way Waya, Tangkit Tebak, Gunung Balap, Batu Serampok, Sungai 
Buaya dan Pematang Reba, Way Pisang, Pesawaran, Batu Tegi) 

   

d) SK Kelompok PROKLIM yang menjadi penerima manfaat lkegiatan 
program kampung iklim (SK Kelompok Bina Warga, Sido Makmur 3, 
Waringin Kencana 1 dan Karya Sejahtera 1)  
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e) SK Menteri tentang persetujuan pengelolan perhutanan sosial – sebagai 
lokasi kegiatan pengayaan agroforestry dan silvopostural (IAD) di area 
perhutanan sosial (HKM Serumpun Jaya, Alam Pala Lestari, Catur 
Manunggal Jaya dan Pujo Makmur) 
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f) SK Kepala Desa - Penetapan Kelompok Masyarakat Peduli API (MPA) 
yang menjadi penerima manfaat kegiatan (MPA Datar Lebuay, MPA Desa 
Kecapi, MPA Sumber Bandung, MPA Tanjung Heran 
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g) SK Kepala Dinas tentang Penetapan Kelompok Tani Hutan (KTH) Tani 
Jaya V sebagai pelaksana kegiatan pemulihan ekosistem di Tahura Wan 
Abdul Rachman Provinsi Lampung 

   

6. Peta kerja lokasi untuk pengayaan di lokasi kerja KPH Pesawaran yang 
dilakukan oleh 4 Gapoktanhut: HKM Serumpun Jaya, Alam Pala Lestari, 
Catur Manunggal Jaya dan Pujo Makmur (Peta kawasan kelola 4 HKM, 
sebagai dasar/acuan lokasi pengayaan tanaman agroforestry) 

KPH Pesawaran selaku pelaksana kegiatan memastikan/menyiapkan Peta Kerja 
sebagai dasar operasional kegiatan pengayaan tanaman agroforestry di wilayah 
kerja KPH Pesawaran. Peta Kerja tersebut merupakan bagian dari wilayah kelola 
perhutanan sosial (HKM) masing-masing Gapoktanhut dan memuat batas lokasi 
secara jelas, sehingga menjadi acuan resmi bagi HKM Serumpun Jaya, Alam Pala 
Lestari, Catur Manunggal Jaya, dan Pujo Makmur dalam melaksanakan kegiatan.  
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KPH Pesawaran juga memastikan bahwa seluruh penanaman dilakukan hanya di 
dalam wilayah kelola perhutanan sosial masing-masing kelompok, tidak di luar area 
yang telah ditetapkan. Dengan panduan ini, setiap Gapoktanhut melaksanakan 
pengayaan secara terarah, terverifikasi, dan sesuai ketentuan yang berlaku. 
Langkah ini menjamin seluruh intervensi lapangan berada dalam zona legal, 

  

  

7. Dokumen rancangan teknis (Rantek) kegiatan Pemulihan Ekosistem 
Dengan Sistem Pengkayaan Tanaman Di Taman Hutan Raya Wan Abdul 
Rachman 

UPT Tahura Pesawaran 
memastikan kepatuhan terhadap 
ketentuan teknis Pemulihan 
Ekosistem melalui penyusunan 
Dokumen Rancangan Teknis 
(Rantek) Pemulihan Ekosistem 
dengan Sistem Pengkayaan 
Tanaman di Taman Hutan Raya 
Wan Abdul Rachman.  
 
Rantek ini berfungsi sebagai 
dokumen legal yang menetapkan 
dasar perencanaan, metode 
kerja, spesifikasi teknis, serta 
lokasi intervensi, sehingga 
seluruh proses rehabilitasi hutan 
dan lahan (RHL) berjalan sesuai 
rancangan yang telah disetujui. 
Dengan mengacu pada Rantek, 
setiap tahap pelaksanaan mulai 
dari persiapan lahan, pemilihan 
jenis tanaman, hingga strategi 
pemeliharaan dilakukan dalam 
koridor ketentuan perundangan 
dan pedoman teknis yang 
berlaku. 



 

 18 

ISP Deskripsi Kepatuhan 

Selain itu, UPT Tahura Pesawaran juga melakukan monitoring pasca penanaman 
untuk memastikan bahwa kegiatan pengkayaan dilaksanakan dengan benar, 
tingkat keberhasilan tanaman terpantau, dan seluruh proses pemulihan ekosistem 
berjalan sesuai standar.	 

8. Perekrutan Staff Penanggung Jawab Safeguard BPDLH baik di tingkat 
Nasional dan Provinsi Lampung 

     
Dalam pengelolaan Program, Lemtara telah merekrut dan memastikan 
penempatan staf safeguard memungkinkan adanya fungsi pengawasan langsung, 
verifikasi dokumen, serta pemantauan rutin terhadap pemenuhan seluruh 
persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial di setiap tahapan kegiatan.  
 
Di Provinsi Lampung, Lemtara merekrut Staf Penanggung Jawab Safeguard di 
tingkat nasional untuk memastikan dan memantau kepatuhan safeguard selama 
implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. 1 Staf safeguard di tingkat 
nasional mengkoordinasikan penerapan ESMS, memeriksa kesesuaian prosedur, 
dan memastikan seluruh regulasi dipatuhi, sementara staf program di tingkat 
provinsi melakukan monitoring lapangan, memverifikasi dokumen dan memastikan 
setiap mov kegiatan safeguard terdokumentasi. 

ISP 2.  
Ketenagakerjaan 
dan Kondisi Kerja 

1. SOP Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan dan Konflik Satwa 

Seluruh kegiatan patroli difokuskan pada upaya pengamanan hutan dan 
penanganan potensi konflik satwa. Patroli dilaksanakan dengan mengacu pada 
SOP Patroli KPH yang disusun berdasarkan SOP resmi yang ditetapkan oleh Dinas 
Kehutanan Provinsi Lampung. Penerapan SOP ini memastikan bahwa seluruh 
personel patroli menjalankan praktik keselamatan kerja dan beroperasi dalam 
lingkungan yang sehat dan aman, sesuai dengan pemenuhan prinsip ISP 2. SOP 
tersebut menjadi pedoman utama dalam menetapkan prosedur patroli, termasuk 
standar keselamatan, penggunaan APD, protokol komunikasi, langkah mitigasi 
risiko, serta prosedur evakuasi selama bertugas di lapangan. Melalui penerapan 
SOP ini, pelaksana memastikan setiap personel patroli memahami risiko, mengikuti 
prosedur kerja aman, dan memperoleh perlindungan yang memadai. 
 
Catatan: Selama periode tahun 2024-2025 dilakukan 21 kali patroli, tidak ditemukan 
pengaduan atau laporan kecelakaan kerja dalam kegiatan patroli. 
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2. Dokumentasi Sort briefing dan Penggunaan perlengkapan yang 
berkaitan dengan K3, diantaranya Alat Pelindung Diri (APD) saat kegiatan patroli 
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Penabulu dan Pemprov Lampung aktif untuk mendorong dan memastikan bahwa 
pelaksanaan patroli berlangsung aman, tertib dan sesuai prinsip K3.  
 
Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Lampung secara aktif memastikan UPTD 
pelaksana (KPH) untuk melakukan short briefing rencana partroli dan keselamatan 
serta memastikan penggunaan perlengkapan K3, termasuk Alat Pelindung Diri 
(APD), dalam setiap kegiatan patroli. Melalui instruksi ini, UPTD (KPH) diwajibkan 
memberikan pengarahan singkat mengenai potensi risiko, prosedur kerja aman, 
dan langkah tanggap darurat sebelum patroli dimulai, serta memastikan seluruh 
personel mematuhi standar penggunaan APD sebagai tindakan pencegahan 
kecelakaan di lapangan. 

3. Dokumentasi Kesetaraan kesempatan dan non-diskriminas  (ToR 
rekrutmen tenaga kerja (non-diskriminasi) 

Dalam proses rekrutmen, pengadaan jasa, maupun pengadaan barang, 
Penabulu secara aktif mencantumkan kriteria kesetaraan kesempatan dan 
nondiskriminasi sebagai persyaratan utama dalam setiap dokumen ToR maupun 
dokumen pengadaan. Penabulu memastikan bahwa seluruh peluang kerja dan 
kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan terbuka bagi perempuan, laki-laki, 
kelompok rentan, serta individu dan pelaku usaha dari berbagai latar belakang 
tanpa membedakan agama, etnis, usia, atau kondisi sosial ekonomi.  

 
 
Dalam proses rekrutmen khususnya untuk pengadaan jasa di atas 200 dan barang 
di atas 300, Penabulu membuka akses informasi lelang/tender secara luas melalui 
publikasi lowongan di situs resmi sebagai bentuk keterbukaan, akuntabilitas, dan 
kesempatan yang setara bagi seluruh pelamar tanpa membedakan gender, latar 
belakang sosial, agama, ataupun kelompok rentan. 
 
Didalam setiap pembukaan lelang, penabulu selalu mencantumkan nilai-nilai dan 
komitment yayasan penabulu yaitu proses seleksi dan pengadaan yang adil, 
transparan, dan inklusif, menegakkan prinsip GEDSI, serta memastikan tidak ada 
bentuk diskriminasi dalam setiap tahapan rekrutmen, pengadaan jasa, maupun 
pengadaan barang yang mendukung implementasi Program RBP REDD+ GCF 
Output 2.  
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Link contoh publikasi rekruitmen/pengadaan yang mendorong GEDSI, komitment 
safeguard dan non diskriminasi: https://penabulufoundation.org/pengadaan/ 

4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang menunjukan tidak terdapat 
pelibatan pekerja anak 

 
Dalam pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan menuju pencapaian sembilan 
output program khususnya pada aksi berbasis tapak seperti pengayaan Tahura 
WAR, pengayaan agroforestri, pengembangan silvopostural, serta rangkaian aksi 
ProKlim (budidaya madu, pemanfaatan biogas, dan pembangunan rumah pupuk) 
Penabulu bersama seluruh pelaksana Dinas Kehutanan dan UPTD KPH dan 

Tahura berkomitmen penuh untuk 
memastikan bahwa tidak terdapat 
pelibatan pekerja anak dalam 
bentuk apa pun. Komitmen ini 
dijalankan melalui penerapan 
prinsip safeguard, pengawasan 
yang ketat, serta mekanisme kerja 
yang secara jelas melarang 
penggunaan tenaga kerja anak 
dalam seluruh proses implementasi 
di lapangan.  
 
Seluruh pekerja yang terlibat dalam 
kegiatan lapangan adalah tenaga 
kerja dewasa, dibuktikan dengan 
kelengkapan Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) yang diperiksa 
sebelum penugasan. Mekanisme 
verifikasi identitas ini memastikan 
bahwa setiap individu yang terlibat 
memenuhi persyaratan legal dan 
etis terkait usia kerja. 

5. Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi saluran dan mekanisme 
penanganan keluhan 

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2, Lemtara 
secara proaktif menerapkan kepatuhan terhadap safeguard dengan memastikan 
bahwa seluruh pihak memahami dan dapat mengakses mekanisme pengaduan 
yang tersedia. Lemtara menyampaikan sosialisasi kanal pengaduan secara 
langsung kepada para pemangku kepentingan serta memasang banner informasi 
mekanisme keluhan di lokasi kegiatan untuk memastikan jangkauan informasi yang 
merata dan mudah diakses. 
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Melalui tindakan ini, Lemtara menjamin bahwa seluruh aktor lapangan mengetahui 
prosedur pelaporan terhadap potensi risiko sosial, risiko lingkungan, serta risiko 
kekerasan dan pelecehan seksual. Pendekatan ini juga memastikan bahwa 
masyarakat dan pelaksana bekerja dalam lingkungan yang aman dari dampak 
sosial yang merugikan, tidak terjadi tekanan atau intimidasi, serta terlindungi dari 
potensi dampak lingkungan yang dapat mempengaruhi keselamatan dan 
kesejahteraan mereka.   
 
Selama implementasi kegiatan, tidak ditemukan laporan atau pengaduan krusial, 
termasuk terkait kecelakaan kerja, pelecehan atau kekerasan seksual, maupun 
konflik sosial. Namun demikian, ketiadaan laporan juga menjadi catatan penting, 
karena dapat mengindikasikan bahwa kanal pengaduan belum dimanfaatkan 
secara optimal, atau peserta kegiatan belum sepenuhnya merasa nyaman atau 
terbiasa menggunakan mekanisme tersebut. Oleh karena itu, ke depan 
diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi, penyediaan opsi pelaporan yang 
lebih beragam, serta penguatan kepercayaan masyarakat agar kanal pengaduan 
berfungsi secara efektif sesuai prinsip safeguard.  

Saat ini penabulu mengembangkan kanal pengaduan berbasis online 
https://kolega.penabuluoxfam.or.id/  

ISP 3.  
Efisiensi Sumber 
Daya dan Menjaga 
Kualitas 
Lingkungan Hidup 

1. Dokumentasi manajemen limbah domestik yang ditimbulkan atas 
pelaksanaan kegiatan bimtek, FGD, workshop, meeting dan kegiatan 
patroli, atau limbah lainnya sehubungan dengan pelaksanaan proyek. 

Dalam pelaksanaan seluruh rangkaian Program RBP REDD+ GCF Output 2 di 
Provinsi Lampung, tim pelaksana dari OPD/UPTD secara konsisten menerapkan 
manajemen limbah domestik untuk memastikan kegiatan berjalan tanpa 
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.. 

https://kolega.penabuluoxfam.or.id/
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Dalam setiap kegiatan, pelaksana memastikan tersedianya fasilitas pemilahan 
sampah. Bila fasilitas tersebut tidak tersedia, pelaksana menyiapkan trash bag atau 
kardus bekas sebagai wadah pemilah sementara. Tim juga selalu menghimbau 
peserta untuk mengelola limbah makanan, kemasan, dan sampah anorganik 
dengan benar serta membuangnya sesuai prosedur yang berlaku di lokasi 
kegiatan. 
 
Pada kegiatan patroli maupun aktivitas lapangan lainnya, 
instruksi briefing mewajibkan seluruh anggota tim untuk membawa kembali limbah 
yang dihasilkan dan menyerahkannya ke titik pengelolaan sampah terdekat, 
sehingga tidak ada sampah yang tertinggal dan mencemari kawasan hutan maupun 
area konservasi. Meskipun praktik pengelolaan limbah telah dijalankan secara 
konsisten, pendokumentasian terkait pengelolaan limbah masih terbatas dan perlu 
ditingkatkan pada periode program berikutnya. 

ISP 4. Kesehatan 
dan Keselamatan 
Masyarakat.  

1. Dokumentasi Short Briefing terkait Safety dan Tanggap Darurat, 
diantaranya pengenalan lokasi, jalur evakuasi, pengenalan alat APAR, 
penanganan darurat terkait medis  dll.  
 

Dalam setiap pelibatan stakeholder kunci, termasuk kelompok masyarakat dalam 
konsultasi publik, sosialisasi ProKlim, maupun bimbingan teknis Program RBP, 
Pemerintah Provinsi Lampung memberikan short briefing sebelum kegiatan dimulai 
untuk memastikan seluruh peserta memahami prosedur keselamatan di dalam 
ruangan. 
 
Short briefing tersebut mencakup pengenalan lokasi kegiatan, jalur evakuasi, 
penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), serta prosedur penanganan darurat 
termasuk pertolongan medis dasar. Pemprov memastikan seluruh peserta berada 
dalam kondisi aman, mengetahui tindakan darurat yang harus dilakukan, serta 
terlindungi dari berbagai risiko kesehatan dan keselamatan selama kegiatan 
berlangsung. 
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Video pemaparan sort briefing: https://drive.google.com/file/d/10CzN2qfqaj-
8ebLc6OTlXb41XKHEPebp/view?usp=share_link 

ISP 5. 
Pembebasan 
Lahan, Rencana 
Pemukiman 
Kembali dan 
Pembatasan 
Penggunaan Lahan  

1. Dokumen himbauan kepada penggarap ilegal di tanah DLH yang 
di titatapkan sebagai Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi 
Lampung di Kota Baru. (DLH Aset, surat permohonan pembebasan 
lahan dari para penggarap ke BPKAD) dan surat balasan dari BPKAD 
serta Surat Pemberitahuan bagi Penggarap dari Sekertaris Daerah 
Provinsi Lampung) 

Bersarkan SK (nomor:G/369/V.10/HK/2023), aset DLH seluas 24,99 Ha ditetapkan 
sebagai Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Lampung di Kota Baru. Namun 
saat ini di diketahui sebagian lahan Taman Kehati telah dimanfaatkan dengan di 
tanami oleh masyarakat secara ilegal. Mengingat aset resmi milik Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH), sehingga pemanfaatan yang dilakukan masyarakat 
termasuk dalam kategori penggarapan ilegal. Untuk menghindari potensi konflik 
dan memastikan proses penataan berjalan damai, pemerintah mengambil langkah 
persuasif melalui penerbitan surat penggarap sebagai bentuk pemberitahuan 
resmi. 
 
Dalam surat tersebut disampaikan bahwa tanaman singkong yang sudah terlanjur 
ditanam tetap diperbolehkan untuk dipanen hingga masa panennya selesai. 
Namun, setelah panen, masyarakat tidak diperkenankan melakukan penanaman 
ulang karena lahan tersebut akan dipulihkan dan digunakan kembali sebagai 
Taman Kehati. Pendekatan persuasif ini mendapat kesepakatan dari para 
penggarap, sehingga proses transisi penggunaan lahan dapat berjalan tanpa 
ketegangan sosial. 
 
Proses pendekatan yang dilakukan DLH Provinsi Lampung menunjukkan komitmen 
pelaksana program dalam mencegah terjadinya konflik lahan, sekaligus 
menghormati aktivitas masyarakat yang sudah berlangsung. Langkah ini menjadi 
bagian penting dari upaya mitigasi dampak sosial negatif terkait perubahan 
penggunaan lahan, sehingga transisi pengelolaan dapat berjalan tanpa terjadinya 
konflik. 

https://drive.google.com/file/d/10CzN2qfqaj-8ebLc6OTlXb41XKHEPebp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10CzN2qfqaj-8ebLc6OTlXb41XKHEPebp/view?usp=share_link
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2. Surat pernyataan bersedia menanam dan merawat pengayaan 
Pemulihan Ekosistem Tahura WAR (dokumen peryataan ini 
sebagai bentuk komitment dan persetujuan penggunaan lahan untuk 
pengayaan agroforesty sebagai bentuk pemulihan ekosistem Tahura 
WAR) 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemulihan Ekosistem Tahura Wan Abdul 
Rachman (WAR), para penerima manfaat diwajibkan menandatangani Surat 
Pernyataan Bersedia Menanam dan Merawat sebagai bentuk komitmen dan 
persetujuan atas penggunaan lahan untuk kegiatan pengayaan agroforestry. 
Dokumen ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh 
penerima bibit memahami tanggung jawab pemeliharaan tanaman serta menyetujui 
penggunaan lahan sesuai tujuan pemulihan ekosistem. 
 
Sebanyak 8.800 bibit terdiri dari durian, alpukat dan pala didistribusikan kepada 20 
anggota KTH Tani Jaya V, yang ditunjuk oleh Dinas Kehutanan sebagai pelaksana 
kegiatan Pemulihan Ekosistem Tahura WAR. Seluruh proses penanaman 
dilakukan mengikuti Rancangan Teknis (Rantek) yang telah disusun, sehingga pola 
tanam, jarak tanam, dan lokasi penanaman sesuai dengan rencana pemulihan 
ekosistem. 
 
Penandatanganan surat pernyataan ini memastikan bahwa setiap anggota 
penerima bibit bersedia merawat, menjaga, dan tidak mengabaikan tanaman yang 
telah ditanam. Langkah ini juga berfungsi untuk mencegah potensi perselisihan di 
masa mendatang serta memastikan keberlanjutan proses pemulihan Tahura WAR. 
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3. Surat perijinan demoplot Proklim (Surat perijinan berkegiatan dari 

kepala desa, berita acara penentuan lokasi penempatan demoplot 
proklim, surat persetujuan penggunaan lahan dari pemilik dan 
perjanjian bagi hasil dari kegiatan demoplot proklim – Bio Gas, Pupuk 
Organik dan Lebah trigona) 

Pelaksanaan demoplot ProKlim dalam Program RBP REDD+ GCF Output 2 
dilakukan dengan memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip safeguard, 
khususnya dalam upaya mitigasi risiko konflik lahan dan sosial di kemudian hari. 
Pelaksana (Dinas Kehutanan dan KPH) memastikan bahwa setiap dukungan 
ekonomi dibangun pada lahan yang legal, mendapat persetujuan pemilik, dan 
bebas dari potensi sengketa dengan menyiapkan rangkaian dokumen perizinan 
formal sebagai dasar operasional di lapangan. Dokumen perizinan tersebut 
meliputi: 
 

a) Perijinan Lahan demoplot Proklim Bio Gas (Kelompok Sido 
Makmur 3) 
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b) Perijinan lahan demoplot Proklim Pupuk Organik Kascing 

(Kelompok Waringin Kecana 1) 

    

   
c) Perijinan lahan demoplot Proklim Madu Lebah Trigona (Kelompok 

Wirakarya Sejahtera 1) 
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Dokumen diatas yang terdiri dari: 
 

• Surat Izin Berkegiatan dari Kepala Desa, 
• Berita Acara Kesepakatan Penentuan Lokasi Demoplot dan Teknis 

Pembagian Hasil, 
• Surat Persetujuan Penggunaan Lahan dari Pemilik, dan 
• Perjanjian Bagi Hasil sesuai jenis kegiatan (biogas, pupuk organik, dan 

lebah trigona). 

Keempat dokumen ini menjadi instrumen safeguard yang memastikan penggunaan 
lahan dilakukan secara sah, disetujui penuh oleh pemilik lahan, dan disepakati 
tanpa tekanan. Dokumen ini juga menetapkan lokasi, pola penggunaan lahan, serta 
mekanisme bagi hasil secara tertulis, sehingga tidak menimbulkan klaim, 
perselisihan operasional, maupun konflik sosial di kemudian hari. 
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4. Berita acara kesepakatan bagi hasil dukungan pengembangan 

usaha Silvopostural di 4 Gapoktanhut (Serumpun Jaya, Alam Pala 
Lestari, Catur Manunggal Jaya dan Pujo Makmur) 
 

Sebagai bentuk kepatuhan memitigasi dampak sosial dan upaya mencegah 
perselisihan bagi hasil ternak di masa mendatang, 4 Gapoktanhut melakukan 
musyawarah dan menetapkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan Bagi Hasil 
yang mengatur secara jelas tanggung jawab pihak pengurus dan kelompok tentang 
mekanisme pembagian hasil, serta ketentuan pengelolaan ternak.  
 
Kesepakatan ini mencakup kewajiban pihak pertama dan kedua untuk bertindak 
transparan, terdiri dari: pembagian hasil ternak, serta penyerahan hasil 
pemanfaatan ternak kepada kelompok sesuai aturan yang disepakati. Dengan 
dituangkannya aturan tertulis ini melalui musyawarah kelompok, pengelolaan 
usaha ternak silvopastoral memiliki dasar hukum dan operasional yang kuat, 
transparan, dan adil, sehingga risiko konflik internal dapat diminimalkan secara 
efektif. 
 
Berita acara ini juga menetapkan bahwa seluruh bentuk pelanggaran terhadap 
ketentuan akan menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan, sehingga 
mencegah potensi klaim atau sengketa di kemudian hari.  
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5. Berita acara kesepakatan ketersedian penanaman dan perawatan 

terhadap dukungan bibit Agroforestri di Pesawaran di 4 
Gapoktanhut (terdiri dari KTH Citra Tani, Pujo Makmur, Serumpun 
Jaya - Banjaran, Jaya Tani, Wono Harjo, Catur Manunggal Jaya, Serupun 
Jaya -  Maja dan KTH Alam Pala Lestari) 

 
Berita acara kesepakatan ini sebagai instrumen kepatuhan safeguard untuk 
memastikan seluruh penerima manfaat memahami dan menyetujui tanggung jawab 
mereka dalam mendukung implementasi Inisiatif Agroforestri Desa (IAD) di wilayah 
Pesawaran. Melalui dokumen ini, para anggota dari empat Gapoktanhut (KPH Citra 
Tani, Pujo Makmur, Serumpun Jaya–Banjaran, Jaya Tani, Wono Harjo, Catur 
Manunggal Jaya, Serumpun Jaya–Maja, dan Alam Pala Lestari), secara resmi 
menyatakan kesediaannya untuk menanam dan merawat bibit yang diterima 
sebagai bagian dari penguatan praktik agroforestri di tingkat tapak. 
 
Dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan Bersedia Menanam dan Merawat, 
para petani menegaskan komitmen untuk menjaga keberlangsungan tanaman agar 
mendukung tujuan IAD, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan 
tekanan terhadap kawasan hutan, dan pembangunan ekonomi desa berbasis 
lanskap berkelanjutan. Sebanyak 9.400 bibit terdiri dari alpukat, petai, pala, 
cengkeh, kakao, pinang, kemukus, odot, dan cabe jawa, telah disalurkan kepada 
63 penerima manfaat. 
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6. Proses perijinan tempat (aula) untuk kegiatan bimbingan teknis 

Pemulihan Ekosistem Tahura War Abdul Rahman (sebagi bentuk 
contoh perijinan pelaksanaan kegiatan kepada kepada desa sebagai 
bentuk persetujuan berkegiatan) 

   
Perizinan tempat kegiatan sebelum melaksanakan bimbingan teknis Pemulihan 
Ekosistem Tahura Wan Abdul Rachman. Surat perizinan penggunaan aula yang 
diterbitkan oleh pemerintah desa menjadi bukti persetujuan resmi bahwa kegiatan 
dapat dilaksanakan di wilayah mereka. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai 
dasar legal pelaksanaan kegiatan, tetapi juga bentuk kolaborasi dan dukungan 
pemerintah desa dalam mendukung agenda pemulihan ekosistem. Dengan 
memperoleh persetujuan tertulis tersebut, pelaksana kegiatan memastikan bahwa 
kegiatan berlangsung secara transparan tanpa menimbulkan keberatan atau 
potensi konflik dengan masyarakat. 

ISP 6. Konservasi 
Keanekaragaman 
Hayati dan 
Pengelolaan 
Sumber Daya Alam 
Hayati Yang 
Berkelanjutan 

1. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis LHS Provinsi Lampung  
 

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS) untuk RPJMD Provinsi Lampung 
Tahun 2025–2029 sebagai instrumen untuk 
memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan 
program pembangunan daerah menerapkan 
prinsip ramah lingkungan, mencegah konflik, 
serta mendukung pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 
 
KLHS ini juga menjadi dasar bagi Dinas 
Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam 
merancang dan melaksanakan kegiatan RBP, 
sehingga setiap intervensi yang dilakukan 
berada dalam kerangka pembangunan 
berwawasan lingkungan dan selaras dengan 
tujuan perlindungan ekosistem. Dengan 
menjadikan KLHS sebagai acuan, pelaksanaan 
RBP dapat dipastikan mendukung konservasi 
keanekaragaman hayati, menjaga fungsi 
ekologis kawasan hutan, serta meminimalkan 
risiko sosial maupun lingkungan. 
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2. Dokumen RPHJP sebagai rujukan pengelolaan kawasan hutan yang 
lestari (Sebagai dokumen penguat fondasi kelembagaan KPHP/KPHL Way 
Pisang, Unit VIII tangkit Tebak, Liwa, Pematang Neba, Batu Serampok, 
Gunung Balak, Sungai Buaya, Pesibar dan Unit VII Way Waya) 
 

   
 
Selama periode program, pelaksana berhasil mensupport revisi sembilan dokumen 
RPHJPyakni di KPH Way Pisang, Unit VIII Tangkit Tebak, Liwa, Pematang Neba, 
Batu Serampok, Gunung Balak, Sungai Buaya, Pesisir Barat, dan Unit VII Way 
Waya sesuai ketentuan Permen LHK No. 8 Tahun 2021. Revisi ini memastikan 
bahwa setiap KPH memiliki instrumen pengelolaan sumber daya alam hayati yang 
terudate, sesuai regulasi terbaru, dan mampu mengarahkan pengelolaan ruang, 
perlindungan ekosistem, serta pemanfaatan hutan secara berkelanjutan sesuai 
kondisi terkini. 
 
Dengan tersusunnya dokumen RPHJP yang diperbarui, seluruh KPH memiliki 
acuan/fondasi operasional kelembagaan yang kuat untuk menjaga 
keanekaragaman hayati, mencegah degradasi hutan, serta menata pemanfaatan 
layanan ekosistem secara adil dan berkelanjutan. Upaya ini juga memperkuat 
fondasi kelembagaan dan tata kelola hutan yang berorientasi pada prinsip-prinsip 
keberlanjutan. 

3. Dokumen Profil dan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Tahura Wan 
Abdul Rachman Provinsi Lampung (Sebagai dasar perencanaan kegiatan, 
termasuk kegiatan pengayaan, agroforesty dan penguatan tata kelola 
kawasan melalui dukungan silvopastural untuk kelompok masyarakt di sekitar 
Tahura, agar tidak menimbulkan kerusakan keanekaragaman hayati di lokasi 
intervensi) 

 
Dokumen Profil, Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dan Pemulihan Ekosistem 
Tahura Wan Abdul Rachman sebagai dasar utama perencanaan intervensi di 
kawasan. Dokumen ini  menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa 
seluruh kegiatan yang di dukung RBP GCF Output 2 seperti pengayaan tanaman, 
agroforestry hingga penguatan tata kelola kawasan melalui dukungan silvopastural 
bagi kelompok masyarakat dapat terarah, tidak merusak ekosistem, dan selaras 
dengan tujuan pemulihan ekosistem Tahura WAR. Dan tetap mendukung 
pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan. 
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Dokumen ini mengatur zonasi, nilai penting flora-fauna, area sensitif, serta strategi 
pemulihan ekosistem, sehingga setiap kegiatan lapangan wajib mematuhi 
ketentuan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati yang 
berkelanjutan. 

4. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Taman Kehati Lampung 
(Sebagai dasar perencanaan kegiatan, termasuk kegiatan pengayaan 
tanaman dan penguatan tata kelola) 

 
Dokumen Pengelolaan dan Perencanaan 
Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi 
Lampung sebagai instrumen utama dalam 
memandu kegiatan pengayaan taman kehati 
yang didukung dengan pendanaan RBP 
REDD+ GCF Output 2. Mengacu pada 
dokumen, kegiatan pengayaan mewajibkan 
program untuk melindungi dan mengelola 
potensi dampak terhadap flora, fauna dan 
ekosistem pada setiap tahap kegiatan. 
 
Dokumen pengelolaan tersebut menyediakan 
kerangka kebijakan, prioritas konservasi, 
zonasi taman kehati, serta arahan pengelolaan 
spesies kunci dan area ekosistem penting yang 
harus dikelola dan dijaga. Sehingga kegiatan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
rencana pengelolaan. 

5. Penerapan Smart Patrol (Sebagai metode pengumupulan, evaluasi dan 
pengambilan keputusan cepat untuk mencegah kerusakan keanekaragaman 
hayati dan menjaga keberlanjutan fungsi ekologis kawasan) 

 
Penerapan Smart Patrol sebagai bagian dari perencanaan dan pelaksanaan patroli 
pengamanan hutan. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan 
patroli yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan (Polhut) memberikan perhatian khusus 
pada Blok Lindung dan Blok Inti, yakni area dengan nilai konservasi tinggi yang 
rawan terhadap ancaman deforestasi akibat pembukaan lahan baru oleh 
masyarakat. 

Melalui Smart Patrol, setiap hasil pengamatan dan seluruh perjumpaan selama 
patroli dicatat secara sistematis menggunakan aplikasi SMaRT Mobile. Pencatatan 
ini mencakup indikasi pembukaan hutan, temuan flora-fauna kunci, aktivitas 
masyarakat, hingga potensi gangguan ekosistem. Data yang terkumpul menjadi 
dasar evaluasi dan pengambilan keputusan cepat untuk mencegah kerusakan 
keanekaragaman hayati dan menjaga keberlanjutan fungsi ekologis kawasan. 
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Namun, implementasi Smart Patrol masih menghadapi tantangan, terutama karena 
tidak semua KPH menerapkan aplikasi ini secara konsisten. Sebagian KPH masih 
mengandalkan metode patroli konvensional akibat kapasitas SDM. Kondisi ini 
menyebabkan variasi kualitas data dan berpengaruh pada efektivitas pemantauan 
ekosistem secara menyeluruh. Ke depan, peningkatan pelatihan, penyediaan 
perangkat, dan penguatan koordinasi menjadi kebutuhan penting agar seluruh KPH 
dapat menerapkan Smart Patrol secara optimal dan seragam. 

 

 
Dokumentasi: Evakuasi harimau yang dilakukan oleh satga konflik satwa liar 
(BKSDA, BB TNBBS, KPH Pesisir Barat, dan Polisi] di Way Pekon Muara DS Atar 
Labuk Way Pekon Rawas. KPH Pesisir Barat. Dan temuan berupa kayu yang telh 
di oleh menjadi log di wilayah KPH Batu Serampok 
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 6. Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Taman 
Kehati (Dokumen laporan yang menunjukkan komitment tinggi untuk 
memonitoring dan evaluasi perkembangan kenakeragaman hayati) 

 
Laporan monitoring menjadi sebagai bentuk komitmen pelaksana dalam memantau 
secara berkala kondisi vegetasi, dinamika ekosistem dan perkembangan 
keanekaragaman hayati di area intervensi. 
 
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pemulihan 
dan pengelolaan kawasan berjalan sesuai rencana pengelolaan Taman Kehati, 
tidak menimbulkan kerusakan habitat, serta mendukung peningkatan kualitas 
ekosistem. Laporan ini menyediakan data perkembangan jenis tanaman, tingkat 
keberhasilan pertumbuhan, potensi ancaman terhadap flora dan fauna, serta 
rekomendasi tindak lanjut untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekologis taman 
kehati. 
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ISP 7. 
Perlindungan dan 
Partisipasi/ 
Pelibatan 
Masyarakat Hukum 
Adat  

- 

ISP 8. 
Perlindungan 
Warisan Budaya  

- 

ISP 9. Komitmen 
Lingkungan dan 
Sosial Bagi 
Lembaga Penyalur  

- 

ISP 10. Pelibatan 
Para Pemangku 
Kepentingan dan 
Pengungkapan 
Informasi  

1. Dokumentasi Kegiatan Pelibatan Stakeholder dan atau Penerima 
Manfaat Tingkat Tapak 
 

 
Kegiatan sosialisasi, koordinasi dan konsultasi publik di desain program, 
merupakan bentuk  pemenuhan prinsip safeguard BPDLH terkait keterbukaan 
informasi proyek. Pelaksana program memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan 
dikomunikasikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan melalui sosialisasi 
dan pertemuan koordinasi. Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa 
masyarakat, pemerintah desa, kelompok pengelola kawasan dan pihak terkait 
lainnya yang menjadi target program memahami tujuan, ruang lingkup, manfaat, 
serta potensi dampak kegiatan sebelum implementasi dimulai. Program 
memastikan bahwa pemangku kepentingan dapat memberikan masukan, 
berpartisipasi secara bermakna, dan terlibat sejak tahap awal pelaksanaan 
kegiatan. 
 

2. Daftar Analisis dan Pelibatan Stakeholder dalam implementasi kegiatan 

Daftar stakeholder yang telah dilibatkan secara rinci, disajikan pada Lampiran 1. 
Daftar Stakeholder Yang Terlibat dan Peran Masing-Masing dalam 
Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Lampung 
 
Hasil identifikasi/pemetaan stakeholder yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan 
Dinas Lingkungan Hidup di awal pelaksanaan disajikan pada Lampiran 2. Daftar 
Analisis Stakeholder (Hasil Identifikasi Dinas Kehutanan dan Dinas 
Lingkungan Hidup Provinsi Lampung) pada Awal Pelaksanaan 
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3. Publikasi Implementasi Program 

 
 
Pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Lampung telah 
menghasilkan sejumlah publikasi sebagai bagian dari upaya transparansi dan 
penyebaran informasi kepada publik. Publikasi ini mencakup rilis kegiatan, 
dokumentasi aksi lapangan serta informasi terkait capaian program yang 
disampaikan melalui kanal komunikasi pemerintah daerah.  
 
Namun demikian, implementasi program masih menghadapi tantangan dalam 
aspek publikasi khususnya di kanal pemerintah baik media sosial/website, berbeda 
dengan rikis media online yang relatif baik. Tidak semua kegiatan terdokumentasi 
atau dipublikasikan secara optimal karena keterbatasan sumber daya, kapasitas 
dokumentasi, serta prioritas pelaksanaan di lapangan yang lebih berfokus pada 
pencapaian output teknis.   
 
Penguatan sistem dokumentasi, peningkatan kapasitas komunikasi, serta 
penjadwalan publikasi yang lebih terstruktur menjadi rekomendasi ke depan agar 
seluruh kegiatan program terdokumentasi dengan baik dan dapat memberikan 
pembelajaran publik terkait implementasi RBP REDD+ di Provinsi Lampung. 
 
Daftar Publikasi rinci, disajikan di Lampiran 3. Daftar Publikasi Program RBP 
REDD+ GCF Output 2 Provinsi Lampung 

ISP 11. Risiko 
Perpindahan 
Karbon  

- 

ISP 12. Kualitas 
Sosial Masyarakat, 
Pengarusutamaan 
Gender, 
Pemberdayaan 
Perempuan Dan 
Perlindungan 
Kelompok Rentan  

1. Dokumentasi Keterlibatan Gender dalam Implementasi Kegiatan 
 
Pelaksana program (OPD dan UPTD) secara konsisten menyediakan akses 
informasi yang setara, membuka kesempatan yang adil dalam pengambilan 
keputusan, serta memastikan pelibatan langsung perempuan dalam kegiatan 
teknis dan operasional di lapangan (mulai dari koordinasi, sosialisasi, FGD, Bimtek 
dan dukungan aksi di tingkat tapak) 
 
Selama periode 2024–2025, tercatat 534 perempuan terlibat dalam kegiatan 
program dibanding 2.525 laki-laki, sehingga tingkat partisipasi perempuan berada 
pada 21% dari total peserta. Meskipun pelibatan perempuan telah 
berjalan, proporsi ini menunjukkan masih rendahnya representasi perempuan, 
terutama pada kegiatan teknis lapangan yang umumnya didominasi oleh tenaga 
kerja laki-laki. 
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Tantangan utama meliputi: 

• Peran domestik dan beban ganda yang membatasi waktu perempuan untuk 
mengikuti kegiatan pelatihan dan aksi lapangan. 

• Norma sosial dan struktur gender lokal, di mana kegiatan kehutanan dan 
konservasi masih dipersepsikan sebagai pekerjaan laki-laki. 

• Minimnya perempuan dalam posisi kepemimpinan 
kelompok (Gapoktanhut/KTH), sehingga pengambilan keputusan masih lebih 
banyak didominasi laki-laki. 

 
Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi afirmatif ke depan, seperti penjadwalan 
pelatihan yang ramah waktu perempuan, peningkatan kapasitas kepemimpinan 
perempuan, dan penyediaan ruang aman untuk mendorong partisipasi yang lebih 
inklusif dalam pengelolaan sumber daya alam. 

2. Rincian data terpilah gender periode impelementasi tahun 2024-2025: 
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Nama Kegiatan Laki - Laki Perempuan 

1.1.1. Penyusunan RPHJP - Pengumpulan data di KPH (Data Awal) 788 109 

1.1.1. Penyusunan RPHJP - Pengumpulan data di KPH 
(Oriantasi/survei) 

307 40 

1.1.1. Penyusunan RPHJP - Konsultasi Publik (Konsultasi Pubalik) 495 93 

1.2.1. Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) 70 10 

1.3.1. Patroli pengamanan hutan (Kegiatan Patroli) 120 8 

1.4.1. Bimtek inventarisasi GRK 28 24 

1.4.2. Penyusunan Pelaporan inventarisasi ke SIGNSMART 8 8 

2.1.1. Rehabilitasi hutan dan lahan di Tahura WAR (Pengkayaan 
tanaman) 

20  

2.1.1. Rehabilitasi hutan dan lahan di Tahura WAR (Bimbingan 
teknis terkait pemulihan ekosistem untuk kelompok tani) 

24 6 

2.1.1. Rehabilitasi hutan dan lahan di Tahura WAR (Monitoring dan 
evaluasi kegiatan RHL Tahura) 

21 10 

2.2.1. Dukungan Pengelolaan Taman Kehati Lampung 
(Pengelolaan taman KEHATI Lampung) 

1  

2.2.1. Dukungan Pengelolaan Taman Kehati Lampung 
(Pengkayaan vegetasi tanaman) 

49 10 

2.2.1. Dukungan Pengelolaan Taman Kehati Lampung (Pelatihan 
pengelolaan taman Kehati Lampung) 

90 47 

2.2.1. Dukungan Pengelolaan Taman Kehati Lampung (Monev 
taman Kehati) 

15 5 

2.3.1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait aktivitas 
rehabilitasi di provinsi Lampung 

61 23 

3.1.1. Penyusunan dokumen IAD (Perjalanan dinas dalam negeri 
dan provinsi dalam rangka konsultasi dan penyamaan 
persepsi dalam penyusunan IAD) 

20 4 

3.1.1. Penyusunan dokumen IAD (Workshop dalam penanda 
tanganan dokumen IAD (45 orang x 1 hari)) 

157 18 

3.1.2. Peningkatan kapasitas kelompok tani melalui bimbingan 
teknis di area PS (IAD) 

74 16 

4.1.1. Sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan ProKlim tingkat 
tapak (Sosialisasi) 

62 49 

4.1.1. Sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan ProKlim tingkat 
tapak (Bimtek) 

34 15 

4.1.2. Inisiasi ProKlim (Penanaman pohon maja) - Bibit 15  

4.1.3. Monitoring Evaluasi Proklim 8 5 

Monev program dan safeguard RBP REDD+ Lampung 58 34 

TOTAL 2.525 534 
 
 
 



 

 41 

 
PEMBELAJARAN DAN CATATAN PERBAIKAN 

 
 

1. Tantangan dalam Penerapan Kepatuhan Safeguard 

• Kapasitas OPD dan UPTD KPH sebagai pelaksana kegiatan dalam memahami serta 
menerapkan standar ESMS/ISP masih bervariasi, sehingga kualitas implementasi 
safeguard belum merata di seluruh lokasi kegiatan. 

• Lokasi intervensi Taman Kehati Provinsi Lampung menghadapi tantangan diawal kegiatan 
dari adanya kegiatan pemanfaatan lahan ilegal oleh masyarakat, sehingga diperlukan 
pendekatan persuasif dan negosiasi untuk mencegah konflik. 

• Sebagian KPH masih mengandalkan metode patroli konvensional akibat kapasitas SDM. 
Kondisi ini menyebabkan variasi kualitas data dan berpengaruh pada efektivitas 
pemantauan ekosistem secara menyeluruh. Ke depan, peningkatan pelatihan, penyediaan 
perangkat, dan penguatan koordinasi menjadi kebutuhan penting agar seluruh KPH dapat 
menerapkan Smart Patrol secara optimal dan seragam. 

• Pelaksanaan pemilahan dan penanganan limbah pada kegiatan lapangan, seperti patroli 
dan survei, belum sepenuhnya terdokumentasi dan belum konsisten diterapkan oleh 
seluruh pelaksana. 

• Proporsi keterlibatan perempuan mencapai 21%, sesuai dengan target dalam proposal. 
Namun demikian, proporsi ini tetap menunjukkan rendahnya representasi perempuan, 
terutama pada kegiatan teknis lapangan yang masih didominasi oleh tenaga kerja laki-laki. 
Adapun faktor yang mempengaruhi:  

- Peran domestik dan beban ganda yang membatasi waktu perempuan untuk 
mengikuti kegiatan pelatihan dan aksi lapangan. 

- Norma sosial dan struktur gender lokal, di mana kegiatan kehutanan dan konservasi 
masih dipersepsikan sebagai pekerjaan laki-laki. 

- Minimnya perempuan dalam posisi kepemimpinan kelompok (Gapoktanhut/KTH), 
sehingga pengambilan keputusan masih lebih banyak didominasi laki-laki. 

 
 
2. Pembelajaran dan Catatan Perbaikan 

• Kebutuhan Penguatan Kapasitas Safeguard yang Lebih Terstruktur: Penyediaan panduan 
operasional yang sederhana, contoh praktik baik, dan pendampingan teknis terbukti 
membantu meningkatkan konsistensi pemenuhan standar di lapangan. 

• Digitalisasi Patroli Memerlukan Investasi Kapasitas dan Perangkat: keberhasilan 
pemantauan berbasis data sangat bergantung pada pelatihan ulang, supervisi, serta 
ketersediaan infrastruktur yang memadai. 

• Meskipun keterlibatan perempuan telah mencapai target, proporsinya tetap rendah. 
Pembelajaran penting menunjukkan bahwa: perencanaan waktu dan lokasi kegiatan harus 
mempertimbangkan beban ganda perempuan; kegiatan kehutanan perlu membuka ruang 
aman dan ramah perempuan; peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam 
Gapoktanhut/KTH menjadi kunci untuk memperkuat pengambilan keputusan yang inklusif. 
Integrasi prinsip gender di awal perencanaan menjadi strategi penting untuk meningkatkan 
representasi perempuan secara berkelanjutan. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
 
 
Lampiran 1.  Daftar Stakeholder Yang Terlibat dan Peran Masing-Masing dalam Implementasi 

Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Lampung 
 
Output Supporting 

Kegiatan dalam 
Pencapaan Output 

Pelaksana/ 
Penerima Manfaat 

Mitra/Pihak yang dilibatkan 

1.1 1.1.1 Penyusunan 
RPHJP 

KPH, Liwa, Pasir 
Barat, Way Waya, 
Tangkit Tebak, 
Gunung Balap, 
Batu Serampok, 
Sungai Buaya dan 
Pematang Reba 

Dinas Kehutanan, KPH, KTH, KPS, 
BPKH, BPDAS, BPS, BPHL, 
masyarakat. 

1.2 1.2.1. Pembentukan 
Masyarakat Peduli 
Api (MPA) 
1.2.2. Pelatihan 
Masyarakat Peduli 
Api (MPA) 

KPH Way Pisang 
dan KPH Batu Tegi 

- KPH Way Pisang dan KPH Batu Tegi 
- MPA Desa Kecapi, MPA Desa Datar 
Lebuay, MPA Desa Tanjung Heran, 
MPA Desa Sumber Bandung 
- Manggala Agni Sumatera Selatan 
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 

1.3 1.3.1. Patroli 
pengamanan hutan 

17 Wilayah KPH 
Lampung  

- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 
-KPH intervensi  
-Masyarakat Mitra KPH (Pamhut 
Swakarsa) 

1.4 1.4.1. Bimtek 
inventarisasi GRK 
1.4.2. Penyusunan 
Pelaporan 
inventarisasi ke 
SIGNSMART  

Dinas Lingkungan 
Hidup Lampung 

- Kementerian Lingkungan Hidup, 
Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV, 
Deputi Pengendalian Perubahan Iklim 
dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon  
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 
Lampung 
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 
Lampung 

Dinas Lingkungan 
Hidup Lampung 

- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 
Lampung  
- Perangkat Daerah Tingkat Provinsi 
(Sektor terkait dalam IGRK Provinsi 
Lampung)  
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Kota se Provinsi Lampung 

2.1 2.1.1.  Rehabilitasi 
hutan dan lahan di 
Tahura WAR 

Tahura Wan Abdul 
Rachman 

- 

Tahura Wan Abdul 
Rachman 

- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 
dan UPTD Tahura WAR 
- Kelompok Tani Hutan Jaya V 

Tahura Wan Abdul 
Rachman 

- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 
- Kelompok Tani Hutan Jaya Lestari V 
dan  
- Kelompok Makmur Lestari 

Tahura Wan Abdul 
Rachman Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 

UPTD Tahura WAR 
Tahura Wan Abdul 
Rachman 

- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 
dan UPTD Tahura WAR 
- Kelompok Tani Hutan Jaya V 
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Output Supporting 
Kegiatan dalam 

Pencapaan Output 

Pelaksana/ 
Penerima Manfaat 

Mitra/Pihak yang dilibatkan 

2.2 2.2.1.  Dukungan 
Pengelolaan Taman 
Kehati Lampung 

Dinas Kehutanan 
Lampung 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 
Lampung 

Dinas Kehutanan 
Lampung 

Yayasan Sahabat Alam, Akademisi 
dan Mahasiswa Unila, KPH, DLH 
Kabupaten Lampung Selatan, DLH 
Provinsi, serta masyarakat umum 

Dinas Kehutanan 
Lampung 

- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 
Lampung 
- CV. Krabasagi Teknik 

Dinas Kehutanan 
Lampung 

- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 
Lampung 
- Yayasan Taman Kupu-kupu Gita 
Persada 
- Pers 
- Akademisi (Dosen dan Mahasiswa 
Universitas Lampung) 
- KPH Tahura War 
- Kelompok Pengelola Kehati 

Dinas Kehutanan 
Lampung 

- Dinas Lingkungan hidup Provinsi 
Lampung 
- CV Krabasagi teknik 
- Satgas pengamanan kota baru 

2.3 2.3.1. Pelaksanaan 
monitoring dan 
evaluasi terkait 
aktivitas rehabilitasi 
di provinsi Lampung 

Dinas Kehutanan 
Lampung 

- Dinas Kehutanan Prov Lampung 
- KPH terkait  
- Kelompok tani hutan 

3.1 3.1.1. Penyusunan 
dokumen IAD 
3.1.2. Peningkatan 
kapasitas kelompok 
tani melalui 
bimbingan teknis di 
area PS (IAD) 
3.1.3. 
Pengembangan 
agroforestry di area 
PS (IAD) 
3.1.4. Dukungan 
pengembangan 
silvopastura 
 

KPH Pesawaran 
dan Dinas 
Kehutanan Provinsi 
Lampung 

KPH Pesawaran dan Pemerintahan 
Desa, Kelompok Masyarakat 

KPH Pesawaran 
dan Dinas 
Kehutanan Provinsi 
Lampung 

- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung – 
KPH Pesawaran 
- 4 Gapoktanhut dampingan/binaan 
KPH Pesawaran: Gapoktanhut 
Serumpun Jaya, Gapoktanhut Alam 
Pala Lestar, Gapoktanhut Catur 
Manunggal dan Gapoktanhut Pujo 
Makmur 
- BPP Kecamatan Kelumbayan 
- Lembaga Avountourin Lampung 
- PT. Benah Lingkungan Farm 
- KTH Sumber Rezeki 
- Gapoktanhut Ranting Jaya 
- BPP Kecamatan Kelumbaya 
- Dinas Perkebunan dan Peternakan 
Kabupaten Pesawaran 

KPH Pesawaran 
dan Dinas 
Kehutanan Provinsi 
Lampung 

- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung – 
KPH Pesawaran 
- 4 Gapoktanhut dampingan/binaan 
KPH Pesawaran: Gapoktanhut 
Serumpun Jaya, Gapoktanhut Alam 
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Output Supporting 
Kegiatan dalam 

Pencapaan Output 

Pelaksana/ 
Penerima Manfaat 

Mitra/Pihak yang dilibatkan 

Pala Lestar, Gapoktanhut Catur 
Manunggal dan Gapoktanhut Pujo 
Makmur 

KPH Pesawaran 
dan Dinas 
Kehutanan Provinsi 
Lampung 

- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung – 
KPH Pesawaran 
- 4 Gapoktanhut dampingan/binaan 
KPH Pesawaran: Gapoktanhut 
Serumpun Jaya, Gapoktanhut Alam 
Pala Lestar, Gapoktanhut Catur 
Manunggal dan Gapoktanhut Pujo 
Makmur 

4.1 4.1.1. Sosialisasi dan 
bimbingan teknis 
pelaksanaan ProKlim 
tingkat tapak 
4.1.2. Inisiasi 
ProKlim 
4.1.3.  Monitoring 
Evaluasi Proklim 
Supporting Program 
Closing RBP 

Dinas Lingkungan 
Hidup Lampung 

- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 
Lampung 
- Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung 
dan Perwakilan OPD Provinsi 
Lampung 
- Perwakilan Perguruan Tinggi, 
Industri, Bank Sampah, dan Lembaga 
Swadaya Masyarakat/Kelompok 
Masyarakat 
- Perwakilan Kelompok 
Masyarat/Proklim dari Kab. 
Tanggamus dan Lampung Timur 
- Perwakilan CSR Astra Tbk 
- Penggiat proklim kabupaten/kota 
Provinsi Lampung 
- Akademisi 

Dinas Lingkungan 
Hidup Lampung 

- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 
Lampung 
-  Dinas Lingkungan hidup Kabupaten 
Lampung Timur  
- Dinas Lingkunagn Hidup Kabupaten 
Tanggamus 
- Kelompok Tani Hutan Binsa Marga 
Desa Brajaharjo Sari  
- Kelompok Tani Waringin Kencana 1 
-Kelompok Tani Sido Makmur 
- Kelompok Tani Wira Karya Sejahtera 

Dinas Lingkungan 
Hidup Lampung 

- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 
Lampung 
-  Dinas Lingkungan hidup Kabupaten 
Lampung Timur  
- Dinas Lingkunagn Hidup Kabupaten 
Tanggamus 
- Kelompok Tani Hutan Binsa Marga 
Desa Brajaharjo Sari  
- Kelompok Tani Waringin Kencana 1 
-Kelompok Tani Sido Makmur 
- Kelompok Tani Wira Karya Sejahtera 
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Lampiran 2. Daftar Analisis Stakeholder (Hasil Identifikasi Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung) pada awal pelaksanaan 
 

a) Hasil Identifikasi Stakeholder Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 

Kegiatan Aktor/Stakeholder Terkait Peran dan Kepentingan Rencana Pelibatan 
1.1.1 Penyusunan RPHJP 
Pengumpulan data di KPH  KPH  Pemangku wilayah, 

mengumpukan data dan informasi 
wilayah kerja 

 Pelaksana kegiatan pengambilan data dan 
informasi  

Pemerintah Desa Pemangku wilayah administrasi 
desa 

Sumber informasi untuk pengambilan data 
desa 

Dinas Kehutanan Koordinator kegiatan revisi 
penyusunan RPHJP 

Mengkoordinir kegiatandan  review review 
laporan pertanggungjawaban kegiatan  

1.2.1 Pembentukan dan Pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA) 
Pembentukan Masyarakat Peduli Api 
(MPA) 

 Dinas kehutanan  Pelaksana kegiatan  Sebagai Panitia pelaksanan kegiatan dan 
narasumber 

KPH Support Pelaksana kegiatan  Sebagai Panitia pelaksanan kegiatan dan 
narasumber 

Gapoktan Penerima manfaat pelaksana 
kegiatan 

Peserta kegiatan 

Pelatihan Masyarakat Peduli Api 
(MPA) 

 Balai PPI  Supervisi kegiatan   Narasumber kegiatan/instruktur 
Pemdes Pemangku wilayah administrasi • Ijin kegiatan 

• Penerbit SK Kelompok MPA 
1.3.1. Patroli pengamanan hutan 
Patroli pengamanan hutan  Staff dinas kehutanan  Sebagai koordinator 

pengamanan hutan tingkat 
propinsi dalam kegiatan patroli, 
operasi, dan penegakan hukum  

 Ikut dalam kegiatan patroli 

KPH Pengelola di tingkat 
tapak.Pemangku kawasan dan 
bertanggung jawab terhadap 
kawasan 

Ikut dalam kegiatan patroli  

Mitra pamhutswakarsa/mitra KPH Untuk mengamankan kawasan 
hutan di sekitar areal ijin usaha 
perhutana sosial. Ditunjuk oleh 
kelompok sebagai 
pamhutswakarsa. Tiap kelompok 
ada 2-10 orang. 

Pelibatan dalam pengamanan hutan di 
areal ijin usaha 
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Kegiatan Aktor/Stakeholder Terkait Peran dan Kepentingan Rencana Pelibatan 
Tidak ada ijin ke desa karna dilakukan di 
dalam kawasan. Kecuali jika ada 
kejadian tangkap tangan dilokasi patroli 

  

2.1.1.  Rehabilitasi hutan dan lahan di Tahura WAR 
Bimbingan teknis terkait pemulihan 
ekosistem untuk kelompok tani 

 KPH Tahura Pengelola kawasan   Narasumber dan pelaksana kegiatan 
KTH Penggarap kawasan, dan 

pemegang hak kelola  
Peserta bimtek 

Pemdes Pemangku wilayah administrasi Ijin lokasi dan pelaksanaan kegaitan  
Dinas kehutanan provinsi Koordinasi  narasumber 

Pengadaan sarana pendukung 
penanaman untuk monitoring 
penanaman - geo tagging 

 Vendor     
Penabulu Penabulu   
Biro Aset (BPKAD) pencatatan semua barang 

invenataris pemprov lampung 
Pencatatan aset 

Dinas Kehutanan Sebagai PPK  Pencatatan aset dinas  
KPH Penerima manfaat sarpras Membuat KAK dan keperluan administrasi 

Monitoring dan evaluasi kegiatan 
RHL Tahura 

 KPH  Pengelola kawasan  Pelaksana kegiatan 
KTH Penggarap kawasan, dan 

pemegang hak kelola 
Pelaksana kegiatan penanaman PE 

Dishut Supervisi dan pengumpulan hasil 
kegiatan 

Koordinasi dan pelaporan kegiatan 

3.1.1. Penyusunan dokumen IAD 
Perjalanan dinas dalam negeri dan 
provinsi dalam rangka konsultasi dan 
penyamaan persepsi dalam 
penyusunan IAD  

 KPH Pelaksana kegiatan Perencana kegiatan, pelaksana  kegiatan 
dan monev kegiatan 

Dinas kehutanan Koordinasi Monev kegiatan 
Bappeda Pesawaran dan OPD Di 
Kabupaten Pesawaran 

Pelaksana kegiatan Melakukan perjalanan koordinasi dan 
konsuktasi sesuai bidnag terkait. 

Rapat Kick Off Penyusunan IAD  KPH Pesawaran Pelaksana kegiatan  Perencana kegiatan, pelaksana  dan 
monev kegiatan, narasumber 

 PSKL wilayah sumatera  Koordinasi dan peserta • Narasumber 
• Memberikan kritik dan saran terhadap 

isi draft dokumen master[plan iAD 
BAPPEDA Pesawaran Koordinasi • Penganggung jawab Dokumen 

Masterplan IAD Pesawaran 
• Narasumber 
• Monev Kegiatan 

Unila Peserta Memberikan kritik dan saran terhadap isi 
draft dokumen master[plan iAD 
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Kegiatan Aktor/Stakeholder Terkait Peran dan Kepentingan Rencana Pelibatan 
Kelompok Perhutanan Sosial  Peserta • Penerima manfaat Dokumen IAD 

Pesawaran 
• Mengkritisi isi draft Dokumen IAD 

Pokja PS Peserta Memberikan kritik dan saran terhadap isi 
Draft Dokumen IAD 

Dinas Kehutanan lampung Koordinasi • Narsumber 
• Memberikan kritik dan saran terhadap 

isi Draft Dokumen IAD 
OPD Kab Pesawaran dan Provinsi/ 
NGO/ intansi permodalan 

Peserta Memberikan kritik dan saran terhadap isi 
Draft Dokumen IAD 

Media Peserta Mempublikasikan kegiatan 
Focus discussion group (FGD) dalam 
rangka penyusunan IAD 

 KPH Pesawaran Pelaksana kegiatan  Perencana kegiatan, pelaksana  dan 
monev kegiatan, narasumber 

 PSKL wilayah sumatera  Koordinasi dan peserta • Narasumber 
• Memberikan kritik dan saran terhadap 

isi draft dokumen master[plan iAD 
BAPPEDA Pesawaran Koordinasi • Penganggung jawab Dokumen 

Masterplan IAD Pesawaran 
• Narasumber 
• Monev Kegiatan 

Unila Peserta Memberikan kritik dan saran terhadap isi 
draft dokumen master[plan iAD 

Kelompok Perhutanan Sosial Peserta • Penerima manfaat Dokumen IAD 
Pesawaran 

• Mengkritisi isi draft Dokumen IAD 
Pokja PS Peserta Memberikan kritik dan saran terhadap isi 

Draft Dokumen IAD 
Dinas Kehutanan lampung Koordinasi • Narsumber 

• Memberikan kritik dan saran terhadap 
isi Draft Dokumen IAD 

OPD Kab Pesawaran dan Provinsi/ 
NGO/ intansi permodalan 

Peserta Memberikan kritik dan saran terhadap isi 
Draft Dokumen IAD 

Media Peserta Mempublikasikan kegiatan 
Workshop dalam penanda tanganan 
dokumen  IAD 

 KPH Pesawaran Pelaksana kegiatan  Perencana kegiatan, pelaksana  dan 
monev kegiatan, narasumber 

 PSKL wilayah sumatera  Koordinasi dan peserta Narasumber 
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Kegiatan Aktor/Stakeholder Terkait Peran dan Kepentingan Rencana Pelibatan 
BAPPEDA Pesawaran Koordinasi • Penganggung jawab Dokumen 

Masterplan IAD Pesawaran 
• Narasumber 
• Monev Kegiatan 

Unila Peserta Pernyataan komitmen dukungan 
pelaksanaan masterplan IAD  

Kelompok Perhutanan Sosial Peserta • Penerima manfaat Dokumen IAD 
Pesawaran 

• Pernyataan komitmen dukungan 
pelaksanaan masterplan IAD 

Pokja PS Peserta Pernyataan komitmen dukungan 
pelaksanaan masterplan IAD 

Dinas Kehutanan lampung Koordinasi • Narsumber 
• Pernyataan komitmen dukungan 

pelaksanaan masterplan IAD 
OPD Kab Pesawaran dan Provinsi/ 
NGO/ intansi permodalan 

Peserta Pernyataan komitmen dukungan 
pelaksanaan masterplan IAD 

Mitra usaha Peserta Pernyataan komitmen dukungan 
pelaksanaan masterplan IAD 

Media  Peserta Mempublikasikan kegiatan 
Percetakan Pencetakan dokumen IAD Pencetakan dan perbanyakan dokumen 

IAD 
3.1.2. Peningkatan kapasitas kelompok tani melalui bimbingan teknis di area PS (IAD) 
Peningkatan kapasitas kelompok tani 
melalui bimbingan teknis di area PS 
(IAD) 

 Kelompok HKM • Penerima manfaat kegiatan 
• Pemegang persetujuan lahan 

kelola 

 Sasaran kegiatan 

KPH Pelaksana kegiatan Perencana kegiatan, movev kegiatan dan 
pendampingan kegiatan, narasumber 

Dinas perkebunan dan peternakan  Koordinasi Narasumber 
Dinas Kehutanan Koordinasi Narasumber 
Pemdes Koordinasi • Legalitas KTH 

• Izin lokasi dan pelaksanaan kegiatan 
Media Publikasi kegiatan • Mempublikasikan pelaksanaan 

kegiatan 
3.1.3. Pengembangan agroforestry di area PS (IAD) 
Pengembangan agroforestry di area 
PS (IAD) 

Dinas Kehutanan   Koordiansi kegiatan Supervisi kegiatan  
 KPH Koordinator kegiatan  Pelaksanan bimtek dan monev 
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Kegiatan Aktor/Stakeholder Terkait Peran dan Kepentingan Rencana Pelibatan 
Kelompok HKM Penerima manfaat kegiatan Pelaksana kegiatan penanaman 
Mitra/ pendamping kelompok Offtaker khusus komoditas kakao Pembimbing khusus pengembangan 

tanaman kakao 
Akademisi (Unila) Lokus penelitian  KKN atau 

praktik kerja  
Kegiatan Penelitian  

Vendor Menyediakan bibit sesuai 
spesifikasi yang dibutuhkan 

Penyedia bibit 

Dinas perkebunan dan peternakan 
kabupaten pesawaran 

Pembinaan petani/anggota KTH  Bimbingan budidaya tanaman perkebunan 

Media Publikasi kegiatan di HKM Mempublikasikan hasil pelaksanaan 
kegiatan 

3.1.4. Dukungan pengembangan silvopastura 
Dukungan pengembangan 
silvopastura 

Dinas Kehutanan   Koordiansi kegiatan Supervisi kegiatan  
 KPH Koordinator kegiatan  Pelaksanan bimtek dan monev 
Kelompok HKM Penerima manfaat kegiatan Pelaksana kegiatan penyedia kambing dan 

pembangunan kandang 
Akademisi (Unila) Lokus penelitian  KKN atau 

praktik kerja  
Kegiatan Penelitian  

Dinas perkebunan dan peternakan 
kabupaten pesawaran 

Pembinaan petani/anggota KTH  Bimbingan budidaya tanaman perkebunan 

Media Publikasi kegiatan di HKM Mempublikasikan hasil pelaksanaan 
kegiatan 

Vendor Menyediakan ternak dan barang Penyedia ternak kambing dan penyedia 
mesin pencacah pakan ternak 

Penabulu   
 

b) Hasil Identifikasi Stakeholder Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 

Kegiatan Aktor/Stakeholder Terkait Peran dan Kepentingan Rencana Pelibatan 
1.4.1. Bimtek inventarisasi GRK 
 

BPPI (balai pengendali perubahan 
iklim wil sumatera) 

Memberikan  Bimbingan teknis 
dalam rangka pengumpulan data 
IGRK 

Sebagai narasumber bimtek GRK 

 
DLH Prov • Mendukung penyusunan 

dokumen IGRK 
• adanya tenaga terlatih untuk 

pelaksaan pengumpulan data 

Pelaksana kegiatan bimtek 
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Kegiatan Aktor/Stakeholder Terkait Peran dan Kepentingan Rencana Pelibatan 
IGRK Signsmart di tiap 
kabupaten kota 

DLH 15 Kabupaten kota • Peserta Bimtek 
• adanya staff internal terlatih 

untuk pelaksaan 
pengumpulan data IGRK 
Signsmart  

Mendukung penyusunan dokumen 
IGRK tingkat kabupaten 

Bappeda 15 Kabupaten kota • Peserta Bimtek 
• Kebutuhan data dalam 

penyusunan dokumen 
perencanaan daerah 

Ikut Mendukung penyusunan dokumen 
IGRK tingkat kabupaten/kota  
 
 

2.2.1.  Dukungan Pengelolaan Taman Kehati Lampung 
2.2.1.1. Penyusunan dokumen perencanaan 
dan pengelolaan taman KEHATI Lampung 

Yayasan taman kupu-kupu  Tim penyusun dokumen 
perencanaan  

• Penyusunan dokumen taman 
kehati 

• Memonitoring hasil 
perencanaan  

• Keterlibatan di setiap tahapan 
kegiatan 

DLH Provinsi Koordinator seluruh kegiatan 
serta pihak yang membutuhkan 
dokumen perencanaan sebagai 
dasar pelaksanaan kegiatan 
taman kehati 

Memonitoring dan mengevaluasi 
pembuatan dokumen perencanaan 

2.2.1.2. Pengkayaan vegetasi tanaman Badan pengelolaan keuangan dan 
aset daerah prov lampung (bidang 
Aset) 

• Satgas kota baru 
• Tim Pengawasan asset 

provinsi salah satunya lokasi 
taman kehati 

•  Pembersihan lahan  
• Satgas pengamanan taman kehati 

(satgas kotabaru) 
• Penertiban masyarakat dalam 

pembersihan lahan taman kehati 
Yayasan taman kupu-kupu Mitra pengelolaan taman kehati Perencanaan dan monitoring taman 

kehati 
DLH provinsi Sebagai pengelolaan taman 

kehati 
Perencanaan, pengembangan dan 
pengelolaan taman kehati 

DLH lampung selatan Pemilik wilayah kerja taman 
kehati 

Membantu pemantauan pelaksanaan 
kegiatan 

Lembaga penelitian (perguruan tinggi  
dan dunia usaha) 

Dukungan dan aksi penurunan 
emisi grk 

Peningkatan pengkayaan vegetasi 
tanaman lokal selanjutnya 
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Kegiatan Aktor/Stakeholder Terkait Peran dan Kepentingan Rencana Pelibatan 
BPDAS Dukungan dan aksi penurunan 

emisi grk 
Peningkatan pengkayaan vegetasi 
tanaman lokal selanjutnya 

KPH Gedong wani Dukungan dan aksi penurunan 
emisi grk 

Peningkatan pengkayaan vegetasi 
tanaman lokal selanjutnya 

2.2.1.3. Pembangunan sarana pendukung PKPCK (Dinas perumahan dan 
kawasan pemukiman dan cipta 
karya) 

Pelaksana pembangunan 
infrastruktur taman kehati 

• Pemasangan patok batas tahap 
awal 

• Pelaksaan pembangunan 
infratruktur lanjutan 

Binamarga dan binakonstruksi Akses jalan masuk utama taman 
kehati 

perbaikan jalan masuk utama taman 
kehati 

Dinas pengelolaan SDA Menyuplai kebutuhan air di taman 
kehati 

Pembuatan embung taman kehati 

CV Krabasagi teknik Kontraktor pembangunan sarana 
pendukung 

Pembuatan sarana  pendukung 
sementara 

2.2.1.4. Pelatihan pengelolaan taman Kehati 
Lampung 

DLH Prov  Koordinator kegiatan pelatihan • Merencanakan dan mengawal 
pelaksanaan kegiatan pelatihan 

• Narasumber kegiatan 
Yayasan taman kupu-kupu Mitra pelaksaan kegiatan 

pelatihan  
• Membantu DLH melaksanaakan 

kegiatan 
• Sebagai narasumber pelatihan 
• Penyedia lokasi pelatihan 

Pers Publikasi kegiatan • Publikasi kegiatan yang akan 
dilakukan 

Akademisi (Unila) Sebagai peserta pelatihan Ikut melaksanakan pengkayaan 
vegetasi 

KPH Tahura Sebagai peserta pelatihan Ikut melaksanakan pengkayaan 
vegetasi 

Kelompok taman kehati perwakilan 
tiap kabupaten 

Sebagai peserta pelatihan Ikut melaksanakan pengkayaan 
vegetasi 

2.2.1.5. Monev taman Kehati DLH Prov Pemantauan progress 
pelaksanaan kegiatan  

 Memonitoring dan evaluasi progress 
pembangunan taman kehati 

Tenaga Pendukung Ikut melaksanakan kegiatan 
pemantauan monitoring 

Membuat laporan progres hasil monev 
kegiatan 

Tenaga Ekspertise Pemantauan dan implementasi 
pelaksanaan dokumen 
perencanaan 

Pemantauan progress pelaksaan 
kegiatan 
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Kegiatan Aktor/Stakeholder Terkait Peran dan Kepentingan Rencana Pelibatan 
BPKAD Pengamanan areal taman kehati Pengamanan pelaksanaan kegiatan 

4.1.2. Inisiasi ProKlim 
4.1.2.1. Penanaman pohon maja DLH  prov  Pemantauan progress 

pelaksanaan kegiatan 
 Kontrol pelaksanaan kegiatan 

DLH PKPP (Dinas Lingkungan hidup 
perumahan, kawasan permukiman 
dan pertanahan) 

• Wilayah kerja  
• Proses pengusulan kegiatan 

dari pokmas 

Kontrol pelaksanaan kegiatan 

KTH Bina Warga • Pembuatan usulan kegiatan 
• Penerima hasil kegiatan  

Pelaksana kegiatan penanaman 

Biogas DLH  prov  Pemantauan progress 
pelaksanaan kegiatan 

 Kontrol pelaksanaan kegiatan 

DLH kabupaten tanggamus • Wilayah kerja  
• Proses pengusulan kegiatan 

dari pokmas 

Kontrol pelaksanaan kegiatan 

KTH Sidomakmur 3 pekon gisting 
atas 

• Pembuatan usulan kegiatan 
• Penerima hasil kegiatan  

Pelaksana kegiatan penanaman 

Kascing DLH  prov  Pemantauan progress 
pelaksanaan kegiatan 

 Kontrol pelaksanaan kegiatan 

DLH Tanggamus • Wilayah kerja  
• Proses pengusulan kegiatan 

dari pokmas 

Kontrol pelaksanaan kegiatan 

KTH Waringin kencana 1 pekon 
gisting atas 

• Pembuatan usulan kegiatan 
• Penerima hasil kegiatan  

Pelaksana kegiatan penanaman 

Lebah Madu DLH  prov  Pemantauan progress 
pelaksanaan kegiatan 

 Kontrol pelaksanaan kegiatan 

DLH Tanggamus • Wilayah kerja  
• Proses pengusulan kegiatan 

dari pokmas 

Kontrol pelaksanaan kegiatan 

KTH Wira Karya Sejahtera I • Pembuatan usulan kegiatan 
• Penerima hasil kegiatan  

Pelaksana kegiatan penanaman 
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Lampiran 3. Daftar Publikasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Lampung 

 
Provinsi Kategori 

Berita 
Media Tema Tanggal 

Publikasi 
Link 

Lampung Berita Media 
Sosial 

Bimtek inventarisasi 
GRK 

21 februari 
2025 

https://www.instagram.com/p/DGUIGY0T6bg/?igsh=MXdoMnh5ODNxNW8zbQ==  

Lampung Berita Media 
Elektronik 

diseminasi dokumen 
IAD di tingkat tapak 

11 Maret 
2025 

Sosialisasi IAD di Desa Sriwedari Pesawaran, Sinergi Multi Sektor untuk Perhutanan Sosial Berkelanjutan  

Lampung Berita Media 
Elektronik 

Bimtek pengendalian 
hama dan penyakit 
tanaman 

23 Januari 
2025 

https://publikasilampung.id/keseimbangan-alam-kunci-pengendalian-hama-di-hutan-lampung/  

Lampung Berita Media 
Elektronik 

Bimtek pembuatan 
pupuk kompos dan 
pakan ternak 

23 Januari 
2025 

https://www.lappung.com/petani-hutan-lampung-didorong-beralih-ke-pupuk-organik/  

Lampung Berita Media 
Elektronik 

Sosialisasi kebijakan 
dan pelaksanaan 
ProKlim 

12 Feruari 
2025 

https://www.instagram.com/p/DF93XifRJGz/?igsh=MTNpcjQxZzBveHV1Nw==  
 

Lampung Berita Media 
Elektronik 

Sosialisasi kebijakan 
dan pelaksanaan 
ProKlim 

12 Feruari 
2025 

https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/pj-sekdaprov-fredy-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-
guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim-di-provinsi-lampung  

Lampung Berita Media 
Elektronik 

Sosialisasi kebijakan 
dan pelaksanaan 
ProKlim 

12 Feruari 
2025 

https://rri.co.id/bandar-lampung/daerah/1319268/lampung-dorong-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim  

Lampung Berita Media 
Elektronik 

Sosialisasi kebijakan 
dan pelaksanaan 
ProKlim 

12 Feruari 
2025 

https://kumparan.com/lampunggeh/program-kampung-iklim-pemprov-lampung-targetkan-penurunan-emisi-grk-
62-79-24UHD2LOHJN/1  

Lampung Berita Media 
Elektronik 

Sosialisasi kebijakan 
dan pelaksanaan 
ProKlim 

12 Feruari 
2025 

https://alteripost.co/2025/02/12/pj-sekdaprov-provinsi-lampung-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-
mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim/  

Lampung Berita Media 
Sosial 

Pemantauan 
capaian kegiatan 
program dan 
safeguard 

13 Februari 
2025 

https://www.instagram.com/p/DEzGDtgRuim/?igsh=MWRnajhmZmZkNzM2bw==  

Lampung Berita Media 
Sosial 

Bimbingan Teknis 
pelaksanaan ProKlim 
tingkat tapak 

8 Mei 2025 https://www.instagram.com/p/DJZFpGdJlLz/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NXFsMTNzdndpMGR5 

Lampung Berita Media 
Sosial 

Bimtek Pemulihan 
Ekosistem Tahura 
Wan Abdul Rachma 

25 
November 
2024 

https://www.instagram.com/p/DCxtr1xSVHF/?igsh=cGU0OW9hcXJ6NGt6 

https://www.instagram.com/p/DGUIGY0T6bg/?igsh=MXdoMnh5ODNxNW8zbQ==
https://publikasilampung.id/sosialisasi-iad-di-desa-sriwedari-pesawaran-sinergi-multi-sektor-untuk-perhutanan-sosial-berkelanjutan/
https://publikasilampung.id/keseimbangan-alam-kunci-pengendalian-hama-di-hutan-lampung/
https://www.lappung.com/petani-hutan-lampung-didorong-beralih-ke-pupuk-organik/
https://www.instagram.com/p/DF93XifRJGz/?igsh=MTNpcjQxZzBveHV1Nw==
https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/pj-sekdaprov-fredy-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim-di-provinsi-lampung
https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/pj-sekdaprov-fredy-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim-di-provinsi-lampung
https://rri.co.id/bandar-lampung/daerah/1319268/lampung-dorong-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim
https://kumparan.com/lampunggeh/program-kampung-iklim-pemprov-lampung-targetkan-penurunan-emisi-grk-62-79-24UHD2LOHJN/1
https://kumparan.com/lampunggeh/program-kampung-iklim-pemprov-lampung-targetkan-penurunan-emisi-grk-62-79-24UHD2LOHJN/1
https://alteripost.co/2025/02/12/pj-sekdaprov-provinsi-lampung-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim/
https://alteripost.co/2025/02/12/pj-sekdaprov-provinsi-lampung-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim/
https://www.instagram.com/p/DEzGDtgRuim/?igsh=MWRnajhmZmZkNzM2bw==
https://www.instagram.com/p/DJZFpGdJlLz/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NXFsMTNzdndpMGR5
https://www.instagram.com/p/DCxtr1xSVHF/?igsh=cGU0OW9hcXJ6NGt6
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Provinsi Kategori 
Berita 

Media Tema Tanggal 
Publikasi 

Link 

Lampung Berita Media 
Sosial 

Pengkayaan 
vegetasi tanaman 
Taman Kehati 
Lampung 

7 Januari 
2025 

https://www.instagram.com/dlhprovlampung/p/DEgcdbaSQk7/?img_index=1 

Lampung Berita Media 
Elektronik 

Gapoktanhut Desa 
Penyandingan 
Bangun Kandang 
kambing 
Terkoneksi,Harmonis 
dengan Alam 

8 Januari 
2025 

https://progres.co.id/gapoktanhut-desa-penyandingan-bangun-kandang-kambing-terkoneksi-harmonis-dengan-
alam/ 

Lampung Berita Media 
Elektronik 

Lampung 
rencanakan Taman 
Keragaman Hayati 
Kelas Dunia di Kota 
Baru 

13 
November 
2024 

https://www.heloindonesia.com/peristiwa/34331/lampung-rencanakan-taman-keragaman-hayati-kelas-dunia-di-
kota-baru  

Lampung Berita Media 
Sosial 

Bimbingan Teknis 
Penyusunan Data 
Inventarisasi Gas 
Rumah Kaca 

21 Februari 
2025 

https://www.instagram.com/p/DGUIGY0T6bg/?igsh=MXdoMnh5ODNxNW8zbQ== 

Lampung Berita Media 
Elektronik 

Sosialisasi IAD di 
Desa Sriwedari 
Pesawaran, Sinergi 
Multi Sektor untuk 
Perhutanan Sosial 
Berkelanjutan 

11 Maret 
2025 

Sosialisasi IAD di Desa Sriwedari Pesawaran, Sinergi Multi Sektor untuk Perhutanan Sosial Berkelanjutan 

Lampung Berita Media 
Elektronik 

Keseimbangan 
Alam: Kunci 
Pengendalian Hama 
di Hutan Lampung 

23 Januari 
2025 

https://publikasilampung.id/keseimbangan-alam-kunci-pengendalian-hama-di-hutan-lampung/ 

Lampung Berita Media 
Elektronik 

Petani Hutan 
Lampung Didorong 
Beralih ke Pupuk 
Organik 

23 Januari 
2025 

https://www.lappung.com/petani-hutan-lampung-didorong-beralih-ke-pupuk-organik/ 

Lampung Berita Media 
Sosial 

Sosialisasi 
Rekonseptualisasi 
Program Komunitas 
untuk Iklim di 
Provinsi Lampung 

12 Februari 
2025 

https://www.instagram.com/p/DF93XifRJGz/?igsh=MTNpcjQxZzBveHV1Nw== 

Lampung Berita Media 
Elektronik 

Pj. Sekdaprov Fredy 
Buka Sosialisasi 
Program Kampung 
Iklim Guna 
Mendorong Upaya 

12 Februari 
2025 

https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/pj-sekdaprov-fredy-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-
mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim-di-provinsi-lampung 

https://www.instagram.com/dlhprovlampung/p/DEgcdbaSQk7/?img_index=1
https://progres.co.id/gapoktanhut-desa-penyandingan-bangun-kandang-kambing-terkoneksi-harmonis-dengan-alam/
https://progres.co.id/gapoktanhut-desa-penyandingan-bangun-kandang-kambing-terkoneksi-harmonis-dengan-alam/
https://www.heloindonesia.com/peristiwa/34331/lampung-rencanakan-taman-keragaman-hayati-kelas-dunia-di-kota-baru%E2%80%AF
https://www.heloindonesia.com/peristiwa/34331/lampung-rencanakan-taman-keragaman-hayati-kelas-dunia-di-kota-baru%E2%80%AF
https://www.instagram.com/p/DGUIGY0T6bg/?igsh=MXdoMnh5ODNxNW8zbQ==
https://publikasilampung.id/sosialisasi-iad-di-desa-sriwedari-pesawaran-sinergi-multi-sektor-untuk-perhutanan-sosial-berkelanjutan/
https://publikasilampung.id/keseimbangan-alam-kunci-pengendalian-hama-di-hutan-lampung/
https://www.lappung.com/petani-hutan-lampung-didorong-beralih-ke-pupuk-organik/
https://www.instagram.com/p/DF93XifRJGz/?igsh=MTNpcjQxZzBveHV1Nw==
https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/pj-sekdaprov-fredy-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim-di-provinsi-lampung
https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/pj-sekdaprov-fredy-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim-di-provinsi-lampung
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Provinsi Kategori 
Berita 

Media Tema Tanggal 
Publikasi 

Link 

Aksi Adaptasi dan 
Mitigasi Perubahan 
Iklim di Provinsi 
Lampung 

Lampung Berita Media 
Elektronik 

Lampung Dorong 
Aksi Adaptasi dan 
Mitigasi Perubahan 
Iklim 

12 Februari 
2025 

https://rri.co.id/bandar-lampung/daerah/1319268/lampung-dorong-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim 

Lampung Berita Media 
Elektronik 

Program Kampung 
Iklim, Pemprov 
Lampung Targetkan 
Penurunan Emisi 
GRK 62,79% 

12 Februari 
2025 

https://kumparan.com/lampunggeh/program-kampung-iklim-pemprov-lampung-targetkan-penurunan-emisi-grk-62-
79-24UHD2LOHJN/1 

Lampung Berita Media 
Elektronik 

Pj. Sekdaprov 
Provinsi Lampung 
Buka Sosialisasi 
Program Kampung 
Iklim Guna 
Mendorong Upaya 
Aksi Adaptasi dan 
Mitigasi Perubahan 
Iklim 

12 Februari 
2025 

https://alteripost.co/2025/02/12/pj-sekdaprov-provinsi-lampung-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-
mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim/ 

Lampung Berita Media 
Sosial 

Kegiatan Monev 
Program RBP 
REDD+ GCF Output 
2 

14 Januari 
2025 

https://www.instagram.com/p/DEzGDtgRuim/?igsh=MWRnajhmZmZkNzM2bw== 

Lampung Berita Media 
Sosial 

Bimbingan Teknis 
Penghitungan Emisi 
Dari Sektor 
Pertanian, 
Peternakan, dan 
Pengelolaan 
Sampah 

8 Mei 2025 https://www.instagram.com/p/DJZFpGdJlLz/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NXFsMTNzdndpMGR5 

Lampung Berita Media 
Elektronik 

Program 
Subnasional RBP 
REDD+ GCF O2 
BPDLH Berakhir, 
Pemerintah Harap 
Dapat Berkembang 
di Masyarakat 

1 October 
2025 

https://idnnewspublish.com/program-subnasional-rbp-redd-gcf-o2-bpdlh-berakhir-pemerintah-harap-dapat-
berkembang-di-masyarakat/ 

Lampung Berita Media 
Elektronik 

Program Hibah 
Lingkungan 
Lampung Rampung, 

1 October 
2025 

https://www.transsewu.com/program-hibah-lingkungan-lampung-rampung-bpdlh-harap-jadi-stimulan-kemandirian-
masyarakat/ 

https://rri.co.id/bandar-lampung/daerah/1319268/lampung-dorong-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim
https://kumparan.com/lampunggeh/program-kampung-iklim-pemprov-lampung-targetkan-penurunan-emisi-grk-62-79-24UHD2LOHJN/1
https://kumparan.com/lampunggeh/program-kampung-iklim-pemprov-lampung-targetkan-penurunan-emisi-grk-62-79-24UHD2LOHJN/1
https://alteripost.co/2025/02/12/pj-sekdaprov-provinsi-lampung-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim/
https://alteripost.co/2025/02/12/pj-sekdaprov-provinsi-lampung-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim/
https://www.instagram.com/p/DEzGDtgRuim/?igsh=MWRnajhmZmZkNzM2bw==
https://www.instagram.com/p/DJZFpGdJlLz/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NXFsMTNzdndpMGR5
https://idnnewspublish.com/program-subnasional-rbp-redd-gcf-o2-bpdlh-berakhir-pemerintah-harap-dapat-berkembang-di-masyarakat/
https://idnnewspublish.com/program-subnasional-rbp-redd-gcf-o2-bpdlh-berakhir-pemerintah-harap-dapat-berkembang-di-masyarakat/
https://www.transsewu.com/program-hibah-lingkungan-lampung-rampung-bpdlh-harap-jadi-stimulan-kemandirian-masyarakat/
https://www.transsewu.com/program-hibah-lingkungan-lampung-rampung-bpdlh-harap-jadi-stimulan-kemandirian-masyarakat/
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Provinsi Kategori 
Berita 

Media Tema Tanggal 
Publikasi 

Link 

BPDLH Harap Jadi 
Stimulan 
Kemandirian 
Masyarakat 

Lampung Berita Media 
Elektronik 

Rampungnya 
Program 
Pemanfaatan Dana 
Hibah Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan, BPDLH 
Harap Bisa Menjadi 
Contoh Demi 
Menjaga Kelestarian 
Lingkungan 

2 October 
2025 

https://idnpublik.idnnewspublish.com/rampungnya-program-pemanfaatan-dana-hibah-lingkungan-hidup-dan-
kehutanan-bpdlh-harap-bisa-menjadi-contoh-demi-menjaga-kelestarian-lingkungan/ 

Lampung Berita Media 
Elektronik 

BPDLH Harap 
Program REDD+ di 
Lampung Jadi 
Contoh 
Pengendalian 
Perubahan Iklim dan 
Penguatan Ekonomi 
Hijau 

1 October 
2025 

https://www.bensorinfo.com/bpdlh-harap-program-redd-di-lampung-jadi-contoh-pengendalian-perubahan-iklim-
dan-penguatan-ekonomi-hijau/ 

Lampung 

Artikel 

Media 
Elektronik 

Bimtek Pemulihan 
Ekosistem Tahura 
Wan Abdul 
Rachma 

25 
November 
2024 

https://www.instagram.com/p/DCxtr1xSVHF/?igsh=cGU0OW9hcXJ6NGt6 

Lampung 

Artikel 

Media 
Elektronik 

Pengkayaan 
vegetasi tanaman 
Taman Kehati 
Lampung 

7 Januari 
2025 

https://www.instagram.com/dlhprovlampung/p/DEgcdbaSQk7/?img_index=1 

Lampung 

Artikel 

Media 
Elektronik 

Bimbingan Teknis 
Penghitungan 
Emisi Dari Sektor 
Pertanian, 
Peternakan, dan 
Pengelolaan 
Sampah 

8 Mei 
2025 

https://www.instagram.com/p/DJZFpGdJlLz/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NXFsMTNzdndpMGR5 

Lampung Berita Media 
Elektronik 

Closing RBP 
Lampung 

6 Oktober 
2025 

https://www.linkedin.com/posts/muhammad-syukur-bb559884_partnerinsustainability-redd-rbpgcfo2-activity-
7380579484317655040-
W50n?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABHiUbkBwPVsJiEStxzKLRQkhiIBJHxxO-
0 

https://idnpublik.idnnewspublish.com/rampungnya-program-pemanfaatan-dana-hibah-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-bpdlh-harap-bisa-menjadi-contoh-demi-menjaga-kelestarian-lingkungan/
https://idnpublik.idnnewspublish.com/rampungnya-program-pemanfaatan-dana-hibah-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-bpdlh-harap-bisa-menjadi-contoh-demi-menjaga-kelestarian-lingkungan/
https://www.bensorinfo.com/bpdlh-harap-program-redd-di-lampung-jadi-contoh-pengendalian-perubahan-iklim-dan-penguatan-ekonomi-hijau/
https://www.bensorinfo.com/bpdlh-harap-program-redd-di-lampung-jadi-contoh-pengendalian-perubahan-iklim-dan-penguatan-ekonomi-hijau/
https://www.instagram.com/p/DCxtr1xSVHF/?igsh=cGU0OW9hcXJ6NGt6
https://www.instagram.com/dlhprovlampung/p/DEgcdbaSQk7/?img_index=1
https://www.instagram.com/p/DJZFpGdJlLz/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NXFsMTNzdndpMGR5
https://www.linkedin.com/posts/muhammad-syukur-bb559884_partnerinsustainability-redd-rbpgcfo2-activity-7380579484317655040-W50n?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABHiUbkBwPVsJiEStxzKLRQkhiIBJHxxO-0
https://www.linkedin.com/posts/muhammad-syukur-bb559884_partnerinsustainability-redd-rbpgcfo2-activity-7380579484317655040-W50n?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABHiUbkBwPVsJiEStxzKLRQkhiIBJHxxO-0
https://www.linkedin.com/posts/muhammad-syukur-bb559884_partnerinsustainability-redd-rbpgcfo2-activity-7380579484317655040-W50n?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABHiUbkBwPVsJiEStxzKLRQkhiIBJHxxO-0
https://www.linkedin.com/posts/muhammad-syukur-bb559884_partnerinsustainability-redd-rbpgcfo2-activity-7380579484317655040-W50n?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABHiUbkBwPVsJiEStxzKLRQkhiIBJHxxO-0
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Provinsi Kategori 
Berita 

Media Tema Tanggal 
Publikasi 

Link 

Lampung Berita Media 
Elektronik 

Wagub Jihan 
Nurlela Temui 
Direktur Utama 
BPDLH Kemenkeu 
Joko Tri Haryanto 
di Jakarta, Buka 
Akses Pendanaan 
Hijau untuk 
Masyarakat yang 
Aktif Mengelola 
Hutan secara 
Lestari 

8 Oktober 
2025 

https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/wagub-jihan-nurlela-temui-direktur-utama-bpdlh-kemenkeu-joko-
tri-haryanto-di-jakarta-buka-akses-pendanaan-hijau-untuk-masyarakat-yang-aktif-mengelola-hutan-secara-lestari# 
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